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Maria Ulfa, 2019, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (PATKOR 
KASTIMA) sebagai Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-
Malaysia dalam Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal Tahun 2015-2017. 
Kata Kunci: PATKOR KASTIMA, Kerjasama, Penyelundupan Barang Ilegal 
Penelitian ini mengangkat isu kerjasama Indonesia-Malaysia di bidang 
kepabeanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 
dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa: 1) Kerjasama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia 
dalam mencegah penyelundupan barang ilegal ialah dengan cara bekerjasama 
pada segi patroli laut. Patroli tersebut dinamakan Patroli Terkoordinasi Kastam 
Indonesia-Malaysia atau biasa disingkat dengan sebutan PATKOR KASTIMA. 
Dalam melakukan patroli, Indonesia memiliki sector operasi mulai dari Aceh 
hingga Batam, sedangkan Malaysia yakni mulai dari Langkawi hingga Johor. 2) 
Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (PATKOR KASTIMA) sebagai 
Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam mencegah 
penyelundupan barang illegal tahun 2015-2017 memiliki dampak yang sangat luar 
biasa terhadap hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia, pencegahan barang 
ilegal yang hendak masuk ke Indonesia serta peningkatan penerimaan negara. 
Karena kerjasama tersebut tidak hanya terfokus pada sisi pencegahan saja, 
melainkan juga untuk menjalin hubungan yang erat serta koordinasi yang baik 
dengan pihak Malaysia. 
ABSTRACT 
Maria Ulfa, 2019, Indonesian-Malaysian Kastam Coordinated Patrol (PATKOR 
KASTIMA) as Media for Customs Cooperation between the Indonesia-Malaysia 
Government in Preventing the Smuggling of Illegal Goods in 2015-2017. 
Keywords: PATKOR KASTIMA, Cooperation, Illegal Smuggling of Goods 
This research raised the issue of Indonesia-Malaysia cooperation in the 
customs sector. The method used in this study is a qualitative method using 
qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study found 
that: 1) Customs cooperation between the Government of Indonesia-Malaysia in 
preventing the smuggling of illegal goods is by cooperating on aspects of marine 
patrols. The patrol was called Coordinated Indonesian-Malaysian Kastam Patrol 
or commonly abbreviated as PATKOR KASTIMA. In conducting patrols, 
Indonesia has an operating sector ranging from Aceh to Batam, while Malaysia is 


































from Langkawi to Johor. 2) Indonesian-Malaysian Kastam Coordinated Patrol 
(PATKOR KASTIMA) as Media The Government of Indonesia-Malaysia 
Customs Cooperation in preventing the smuggling of illegal goods in 2015-2017 
has a tremendous impact on bilateral relations between Indonesia-Malaysia, 
preventing illegal goods from entering Indonesia and increasing state revenues. 
Because the collaboration is not only focused on the prevention side, but also to 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Setiap negara yang ada di dunia ini tidak dapat bediri sendiri dan 
akan membutuhkan partner dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu 
dibutuhkan yang namanya aliansi. Tiap negara dalam beraliansi berhak 
memilih partner yang dianggapnya sesuai dan cocok. Akan tetapi, tiap negara 
mana pun tidak akan dapat memilih tetangganya karena letak geografis negara 
tidak dapat dipindahkan.
1
 Karena tidak mungkin negara dapat memilih letak 
geografisnya.  
Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara terbesar di Asia 
Tenggara. Kedua negara tersebut memiliki letak geografis yang 
berdampingan. Penting bagi kedua negara tersebut untuk menjaga hubungan 
yang baik dalam bertetangga. Dalam beberapa dekade ini hubungan 
Indonesia-Malaysia mengalami pasang surut, salah satunya pada masa 
konfrontasi Indonesia-Malaysia. Masa konfrontasi Indonesia-Malaysia 
merupakan masa yang sangat menegangkan, dimana pada masa ini Indonesia 
mencanangkan Dwi Komando Rakyat (dwikora) terhadap Malaysia. Dwikora 
terjadi pada tanggal 3 Mei 1964.
2
 
                                                             
1
 Evi Fitriani, Hubungan Indonesia-Malaysia: Dalam Persektif Sosial, Budaya, Negara dan 
Media. Kasus Perbatasan dan Pekerja Migran, (Jakarta: UI-Press, 2012), 11. 
2
 Ibid, 25. 

































Negara kepulauan terbesar di dunia ialah Indonesia, ada 
sebanyak 17.504 pulau kecil dan besar, sedangkan 2/3 negara Indonesia 
merupakan wilayah perairan.
3
 Pada tahun 1982 konsepsi mengenai negara 
kepulauan mulai diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan ke 
dalam UNCLOS III pasal 46.
4
 Berdasarkan UNCLOS III pasal 46, apabila 
suatu negara memiliki satu atau lebih kepulauan dan di dalamnya tercakup 
pulau-pulau lain, maka negara tersebut dapat dinamakan sebagai negara 
kepulauan. Sedangkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia, telah 
dijelaskan dalam Deklarasi Juanda 1957 mengenai sejarah hukum laut 
Indonesia. Berikut peta mengenai pulau-pulau yang ada di Negara Indonesia. 
 
Gambar 1.1 Indonesia adalah Negara Kepulauan 
Sumber: Konsepsi Negara Kepulauan”, Maskun, diakses pada 3 Januari 2019, 
http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.html 
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 “Potensi Bisnis Kelautan di Negara Maritim Poros Dunia untuk Kesejahteraan Rakyat 




 “Konsepsi Negara Kepulauan”, Maskun, diakses pada 3 Januari 2019, 
http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.html. 

































Pengertian mengenai negara kepulauan telah dijelaskan dalam 
sebuah Undang-Undang tentang Perairan Indonesia. UU tersebut yakni 
tercantum pada No.6 Tahun 1996, telah dijelaskan bahwasannya, “Negara 
Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih 
kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”.5 Dalam Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 amandemen ke-2 pada Bab IX A tentang wilayah Negara, 
Indonesia telah mencantumkan konsepsi negara kepulauan. UUD 1945 pasal 
25 E menyatakan bahwa, ”Negara Kesatuan RI adalah negara kepulauan yang 
berciri nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang”.6 Selain itu, juga terdapat pada 
Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 2. UU 
tentang Perairan nomor 6 tahun 1996, menyatakan bahwa Negara Republik 
Indonesia ini adalah Negara kepulauan. Itulah pernyataan pemerintah 
Indonesia yang dituangkan dalam sebuah Undang-Undang. 
Istilah Negara kepulauan (archipelagic state) telah digunakan 
dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Dalam pasal 46 butir (a) telah 
dicantumkan bahwa, “Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya 
terdiri satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.” 
Pengertian Negara kepulauan memiliki arti yang berbeda dengan definisi 
Negara yang berbentuk kepulauan secara geografis, itulah makna dari pasal 46 
butir (a), dimana pada pasal tersebut telah dijelaskan mengenai pengertian 
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 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 
6
 UUD 1945 pasal 25 E 

































negara kepulauan  secara yuridis. Karena dalam pasal 46 butir (b) tercantum 
mengenai pengertian kepulauan. Dimana dalam hal ini kepulauan menurutnya 
adalah suatu kumpulan beberapa pulau termasuk bagian pulau, yakni perairan 
diantaranya. Sebuah bagian pulau disini ialah adanya unsur kesamaan dalal 
suatu ekonomi, pulau serta geografis, seperti perairan dan wujud alamiah 
lainnya yang memiliki hubungan erat. Di dalam pasal 46 telah dibedakan 
antara pengertian negara kepulauan (archipelagic state) dengan kepulauan 
(archipelago). Kita tahu bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di 
dunia. Setiap Negara kepulauan akan memiliki perbatasan, baik perbatasan di 




Gambar 1.2 Peta Perbatasan Laut dan Darat Wilayah Indonesia 
Sumber: Negara apa saja yang berbatasan dengan Indonesia?”, Jawad Yuwono, diakses pada 3 
Februari 2019, https://id.quora.com/Negara-apa-saja-yang-berbatasan-dengan-Indonesia 
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 “Negara apa saja yang berbatasan dengan Indonesia?”, Jawad Yuwono, diakses pada 3 
Februari 2019, https://id.quora.com/Negara-apa-saja-yang-berbatasan-dengan-Indonesia. 

































Indonesia memang merupakan negara kepulauan. Namun rasa 
kepemilikannya pada pulau kecil yang berada di perbatasan sangatlah kurang, 
karena masih menyisihkan sebuah permasalahan. Seperti yang terjadi pada 
pulau Sipadan dan Ligitan. Dimana dalam hal ini terjadi sengketa dengan 
Malaysia. Sengketa tersebutlah yang telah membuat Indonesia memiliki 
pelajaran baru di muka internasional. Adanya permasalahan tersebut dapat 
mencerminkan bahwa Pemerintah Indonesia hanya mampu memiliki banyak 
pulau saja tanpa memiliki kemampuan untuk menguasai dan 
memberdayakannya. Dengan adanya permasalahan tersebut yakni maraknya 
potensi konflik yang dapat terjadi di pulau-pulau terluar, Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005 tentang 
pengelolaan pulau-pulau terluar.
8
 Adapun tujuan dari dikeluarkannya Perpres 
ialah untuk: 1) agar wilayah NKRI dapat terjaga keutuhannya, keamanan 
nasionalnya, serta agar tercipta suatu kestabilitas kawasan, 2) pembangunan 
yang berkelanjutan guna memanfaatkan adanya sumber daya alam, dan 3) agar 
masyarakat dapat diperdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
mereka masing-masing. 
Berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan 
pulau-pulau terluar, Pemerintah Indonesia juga berharap dapat mengatasi 
berbagai ancaman kejatahan transnasional, seperti 1) menebang pohon secara 
ilegal, 2) menangkap ikan secara ilegal, 3) menyelundupkan manusia, 4) 
menyelundupkan barang ilegal, 5) adanya peredaran narkotika, penyelundupan 
                                                             
8
 “Konsepsi Negara Kepulauan”, Maskun, diakses pada 3 Januari 2019, 
http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.html. 

































senjata, penyelundupan bahan peledak serta kegiatan yang mampu 
mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya 
peraturan Presiden tersebut sangat penting bagi pulau-pulau yang letaknya 
diperbatasan. 
Berbicara mengenai perbatasan, salah satunya yakni Selat 
Malaka. Dimana Selat Malaka ini kini menjadi jalur utama perdagangan 
dunia. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan adanya pendapat dari 
seorang ilmuwan, yang bernama Robert D. Kaplan, yang mana ia telah 
mengemukakan bahwa saat ini dunia geopolitik mengalami pergeseran dari 
yang awalnya di Eropa kini beralih ke Asia.
9
 Pada abad 21 ini konstelasi 
Geopolitik makin signifikan pada dua letak samudera, yaitu Pasifik dan India. 
Selain itu, Selat Malaka juga merupakan selat yang menjadi perantara kegiatan 
ekonomi antara negara industri dengan negara konsumen serta menjadi jalur 
penghubung tercepat antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Selat Malaka 
adalah perbatasan laut (sea borderlines) antara Indonesia, Malaysia, dan 
Singapura. Dimana selat ini merupakan selat yang strategis dan menjadi salah 
satu jalur pelayaran penting di dunia. Selat Malaka terletak sangat strategis 
yang membentang kurang lebih 800 km dan lebar 1,7 kilometer, ada sekitar 70 
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 R. Tumbelaka, “Mengantisipasi Kemungkinan Terorisme Maritime sebagai Kuda Troya 
Intervensi Asing di Selat Malaka”, Jurnal Intelijen CSICI, no.36 2011, 
repository.unpas.ac.id/27545/5/BAB%2011.view 
10
 “Internasionalisasi Selat Malaka”, Edy Burmansyah, diakses pada 24 Januari 2019, 
https://indoprogress.com/2016/06/internasionalisasi-selat-malaka/. 


































Gambar 1.3 Selat Malaka adalah sea borderlines 
Sumber: “Internasionalisasi Selat Malaka”, Edy Burmansyah, diakses pada 24 Januari 
2019, https://indoprogress.com/2016/06/internasionalisasi-selat-malaka/ 
 
Jalur perdagangan tersibuk di dunia ialah Selat Malaka. 
Menjadinya Selat Malaka sebagai jalur perdagangan, maka potensi 
pelanggaran di wilayah Selat Malaka kerap terjadi, seperti adanya 
penyelundupan barang ilegal.
11
 Seiring adanya perkembangan dalam bidang 
teknologi, informasi dan komunikasi saat ini membuat dunia semakin 
bordeless, dan tingkat kejahatan semakin meningkat. Kasus kejahatan yang 
dapat melintasi batas-batas negara kini dapat terjadi dalam waktu singkat. Di 
era globalisasi ini semua kian semakin canggih dengan segala adanya 
teknologi serta dapat memberi kemudahan akses bagi hampir seluruh aktifitas 
lintas batas negara. Berbagai negara saat ini banyak menyebutkan bahwa isu 
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 “Internasionalisasi Selat Malaka”, Edy Burmansyah, diakses pada 24 Januari 2019, 
https://indoprogress.com/2016/06/internasionalisasi-selat-malaka/. 

































kontemporer semakin kompleks dan menarik perhatian dunia. Isu kontemporer 
yang mendapatkan perhatian di berbagai negara yakni transnational crime 
atau kejahatan transnasional. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yakni 
penyelundupan barang ilegal yang kemudian diperdagangkan secara illegal 
oleh para trafficker. 
Menurut Cipto, “kejahatan transnasional adalah kelompok yang 
memiliki tujuan utama untuk mendapatkan uang dengan baik dan dapat 
digunakan dengan mudah dengan keuntungan sekecil mungkin.
12
 Selain 
itu kejahatan transnasional juga dapat diartikan sebagai kumpulan jaringan 
atau hubungan yang melebarkan batas negara yang memiliki keterkaitan 
dengan individu, kelompok, atau organisasi dari berbagai belahan negara. 
Oleh sebab itu kejahatan transnasional dapat menjadi ancaman dan 
keamanan.”13 
Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Oleh 
karena itu, pemerintah Indonesia membentuk sebuah institusi yang memiliki 
wewenang untuk mengatasi segala bentuk persoalan keamanan, penegakan 
hukum dan keselamatan laut. Poros perekonomian dunia kini berputar ke Asia 
sehingga akses singkat lintas dalam pelayaran dunia kini terjadi di Selat 
Malaka yang sempit. Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat 
(KOARMABAR) bertanggungjawab atas terciptanya keamanan dan 
pertahanan laut. KOARMABAR ialah Komando Utama TNI Angkatan Laut. 
Letak pangkalan utamanya yakni berada di Tanjung Pinang dan Belawan, 
pangkalan pendukung yaitu terletak di Dumai, Batam, Natuna, Lhok 
                                                             
12
 Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap 
Dinamika, Realitas dan Masa Depan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 224. 
13
 Ralf Emmers, The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, 
Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy (Singapura: Institue of Defence and Strategic 
Studies, 2003), 1-2. 

































Seumawe, Sabang, Padang, dan Mempawah.
14
 Selat Malaka, Selat Singapura, 
Laut Natuna, Selat Karimata dan Pantai Barat Sumatera menjadi wilayah 
pengawasan armada barat dan 3 Brigade Marinir. 
Selain itu, institusi yang memiliki wewenang untuk menjaga 
keamanan di Selat Malaka yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memperketat dan menjaga arus 
lalu lintas kapal di wilayah Selat Malaka.
15
 Bea Cukai memiliki tugas untuk 
melakukan pengawasan pada kapal-kapal yang menyebabkan pelanggaran 
terhadap UU Kepabeanan. Meningkatnya arus lalu lintas kapal di wilayah 
Selat Malaka akan menyebabkan adanya potensi pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Kepabeanan. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai semakin tegas dalam melakukan pengawasan mengingat banyaknya 
modus pelanggaran yang terjadi. Dalam menangani hal tersebut strategi yang 
dilakukan oleh Bea Cukai guna melakukan pengawasan adalah melaksanakan 
operasi patroli secara terkoordinasi dengan institusi kepabeanan negara 
tetangga yang dekat dengan perbatasan yaitu Kastam Malaysia. 
Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan Malaysia tidak 
hanya dalam bentuk wacana saja. Melainkan, kedua negara tersebut telah 
menuangkannya dalam operasi patroli terkoordinasi yang telah disepakati oleh 
kedua negara tersebut. Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan 
                                                             
14
 “Keamanan Maritim Di Selat Malaka”, Igor Dirgantara, diakases 14 Desember 2018, 
https://igordirgantara.wordpress.com/2010/03/16/keamanan-maritim-di-selat-malaka/.html. 
15
 “Indonesia-Malaysia Gelar Patkor Kastima untuk Jaga Selat Malaka”, Nurandini Alya 
Sam, diakses 11 November 2018, 
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/23/153100026/indonesia-malaysia-gelar-patkor-
kastima-untuk-jaga-selat-malaka.html. 

































Malaysia, karena dalam hal ini kedua negara tersebut memiliki peran penting 
dan strategis dalam menjaga perbatasan Selat Malaka yang mana kini telah 
menjadi jalur penting pedagangan dunia.
16
 Selain kedua negara tersebut 
memiliki kedekatan geografis antara satu sama lain, keduanya sama-sama 
berasal dari rumpun melayu.  
Malaysia merupakan sebuah negara federasi yang luasnya 
329.847 km persegi terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan di 
Asia tenggara. Ibukota Malaysia terletak di Kuala Lumpur, sedangkan pusat 
pemerintahan persekutuan terletak di Putrajaya. Sekitar 27 juta jiwa jumlah 
penduduk di Negara Malaysia ini. Malaysia terdiri dari dua kawasan, yakni 
Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Dua kawasan tersebut dipisahkan oleh 
Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia 
memiliki wilayah yang berbatasan dengan beberapa Negara. Negara yang 
memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia ialah Thailand, Indonesia, 
Singapura, Brunei dan Filipina. Kemampuan dalam mengendalikan ancaman 
regional maupun global dijadikannya sebagai politik luar negeri Malaysia 
dalam dinamika faktor-faktor internasional.
17
 
Oleh karena itu, kerjasama kepabeanan yang disepakati oleh 
Indonesia-Malaysia merupakan bentuk nyata untuk melaksanakan instruksi 
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 “PATKOR KASTIMA Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka”, 




 “Sistem Politik Malaysia”, diakses 13 Januari 2019, http://technology-
informasi.blogspot.co.id/2009/04/sistem-politik-malaysia.html. 



































 Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia 
melakukan sinergi dalam melaksanakan pengawasan di kawasan Selat 
Malaka. Dalam mengantisipasi tindakan penyeludupan, Bea Cukai Indonesia 
dan Kastam Malaysia mengambil langkah taktis yaitu denga cara 
melaksanakan Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia 
(PATKOR KASTIMA).  Selain itu, operasi tersebut juga merupakan bukti 
eratnya hubungan bilateral dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang telah 
terbangun sejak tahun 1994. Untuk mendukung operasi PATKOR KASTIMA 
Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia saling bekerjasama antara satu 
sama lain. Kedua Bea Cukai tersebut melakukan beberapa hal guna 
terlaksananya operasi PATKOR KASTIMA ini. Bea Cukai Indonesia 
memberikan 10 kapal dengan 140 personil dan Kastam Malaysia 
menyerahkan 9 kapal dengan 90 personil. Selain itu, kedua Bea Cukai tersebut 
juga melakukan pertukaran intelijen. 
Bea Cukai Indonesia Kastam Malaysia 
10 Kapal Patroli 9 Kapal Patroli 
140 Personil 90 Ersonil 
 
Tabel 1.1 : Daftar Sumbangsih DJBC RI dan JKDM 
Sumber : “PATKOR KASTIMA Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka”, 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, diakses pada  8 Desember 2018, 
http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-langkah-nyata-indonesia-malaysia-jaga-
selat-malaka.html. 
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 “PATKOR KASTIMA Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka”, 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, diakses pada  8 Desember 2018, 
http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-langkah-nyata-indonesia-malaysia-jaga-selat-
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Operasi PATKOR KASTIMA kini telah berjalan selama 23 
tahun. Dalam melaksanakan tugasnya kedua bea cukai tersebut sangat 
antusias. Hal tersebut terbukti dalam data penindakan penyelundupan barang 
ilegal yang telah tercatat oleh Bea Cukai Indonesia yang mana tiap tahun 
penindakan tersebut kian naik turun. Tahun 2015, Bea Cukai Indonesia 
melaporkan bahwa terdapat 178 penindakan. Kemudian di tahun 2016 
meningkat tajam hingga mencapai 405 penindakan. Dan pada tahun 2017 data 
penindakan sementara Bea Cukai menurun menjadi 279 kasus pelanggaran di 
laut.
19
 Berikut grafik jumlah penindakan yang telah berhasil dilakukan oleh 
Bea Cukai Indonesia dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi Kastam 
Indonesia-Malaysia (PATKOR KASTIMA) mulai tahun 2015 hingga tahun 
2017. 
 
Grafik 1.1 : Jumlah Penindakan Bea Cukai RI 
Sumber : Diolah sendiri oleh Peneliti 
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 “PATKOR KASTIMA Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka”, 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, diakses pada  8 Desember 2018, 
http://www.beacukai.go.id/berita/patkor-kastima-langkah-nyata-indonesia-malaysia-jaga-selat-
malaka.html 


































Berdasarkan latar belakang tersebut, tentunya pembahasan 
dalam hal ini akan sangat luas. Peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian 
ini pada bagaimana bentuk Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia 
(PATKOR KASTIMA) sebagai Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah 
Indonesia-Malaysia dalam Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal. Biasanya 
kerjasama yang dijalin oleh dua negara untuk mencegah adanya 
penyelundupan barang hanya dengan bertukar informasi mengenai aksi 
kejahatan saja. Namun, kali ini pada kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah 
Indonesia-Malaysia ini, kedua negera tersebut saling mendukung dan turut 
andil terkait dalam mencegah penyelundupan barang, seperti saling 
mengerahkan kapal dan personil guna terlaksananya operasi PATKOR 
KASTIMA dengan baik, selain itu keduanya juga saling bertukar intelijen 
guna mendapatkan hasil informasi dalam mencegah penyelundupan barang 
ilegal. 
Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembahasan dan ruang 
lingkup yang jelas, maka peneliti memutuskan untuk meneliti lebih lanjut 
tentang “Patroli Terkoodinasi Kastam Indonesia-Malaysia (PATKOR 
KASTIMA) sebagai Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-
Malaysia dalam Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal Tahun 2015-2017.” 
B. RUMUSAN MASALAH 
Dalam melakukan proses penelitian, maka dalam hal ini peneliti 
akan memfokuskan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah yang telah 
dibuat. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, ialah : 

































“Bagaimana bentuk Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia 
(PATKOR KASTIMA) sebagai media kerjasama kepabeanan Pemerintah 
Indonesia-Malaysia terhadap penyelundupan barang ilegal tahun 2015-2017?” 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti 
memiliki dua tujuan mengapa penelitian ini ingin diteliti oleh peneliti. Tujuan 
penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan bentuk serta dampak 
PATKOR KASTIMA sebagai media kerjasama kepabeanan Pemerintah 
Indonesia-Malaysia dalam mencegah penyedundupan barang ilegal. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Dalam penelitian ini, besar harapannya bagi peneliti agar dapat 
memberikan kontribusi dalam bidang akademisi dan praktisi :  
1. Manfaat bagi Akademisi 
   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih 
pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional di era milenial ini, 
terutama dalam kajian kepentingan nasional dan integrasi. Selain itu, 
besar harapan peneliti agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 
referensi ke depannya dalam hal penelitian yang membahas tentang 
Kerjasama Kepabeanan Indonesia-Malaysia. Serta diharapkan menjadi 
sumber wawasan tambahan bagi peneliti dalam memahami dan 
mengembangkan ilmu Hubungan Internasional kontemporer, terutama 
dalam mengkaji kerjasama bilateral Pemerintah Indonesia-Malaysia  
 

































2. Manfaat bagi Praktisi 
   Adanya laporan hasil akhir dari penelitian diharapkan agar 
bisa menjadi salah satu sumber masukan bagi beberapa pihak terkait, 
diantaranya sektor pemerintah dan masyarakat : 
a. Peneliti berharap penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi 
Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bersinergi melalui 
Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia sebagai salah 
satu bentuk kerjasama yang dapat mencegah adanya pelanggaran 
kepabeanan. 
b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 
wawasan bagi masyarakat luas secara umum dan masyarakat 
sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia agar lebih waspada dan 
berhati-hati akan terjadinya penyelundupan barang sehingga tidak 
masuk dalam perangkap para trafficker dengan berbagai modusnya 
dalam menyelundupan barang secara ilegal diberbagai Negara, 
khususnya di Indonesia. 
E. DEFINISI KONSEPTUAL 
1. PATKOR KASTIMA 
PATKOR KASTIMA adalah kepanjangan dari Patroli 
Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia.
20
 PATKOR KASTIMA ialah 
kerjasama kepabeanan antara Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam 
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 Khenang, Pelaksana SubDirektorat Patroli Laut, wawancara oleh peneliti, 20 Maret 2019. 

































mencegah adanya pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan di Selat 
Malaka. 
PATKOR KASTIMA dilaksanakan pertama kali pada tanggal 
24 Juli 1994, yang mana setelah itu dilaksanakan secara rutin tiap 
tahunnya. PATKOR KASTIMA merupakan bentuk kerjasama dengan cara 
operasi patroli laut bersama antar kedua negara tersebut di perbatasan. 
Selain itu, kerjasama tersebut juga melibatkan para intelijen untuk 




2. Kerjasama Kepabenan 
Kerjasama kepabenan ialah kerjasama yang dijalin oleh dua 
Negara atau lebih, yang mana kerjasama tersebut berhubungan dengan 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean
22
 
Berikut bagan mengenai alur kepabeanan : 
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 “PATKOR KASTIMA Langkah Nyata Indonesia-Malaysia Jaga Selat Malaka”, 




 “Kepabeanan dan Bea Cukai”, W-III Cargo, diakses pada 7 Maret 2019, 
https://w3cargo.com/kepabeanan-dan-bea-cukai/. 


































Bagan 1.1 Alur Kepabeanan 
Sumber: Diolah sendiri oleh peneliti 
 
Daerah pabean ialah daerah yang berada di wilayah RI yang 
meliputi darat, perairan dan ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di 






Gambar 1.4 Daerah Kepabeanan 
Sumber: “Derah Kepabeanan”, Blog Bisnis Ekspor dan Impor,  diakses pada 7 Maret 
2019, http://eksimp.com/apa-itu-daerah-pabean/.html. 
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 “Pengertian Daerah Pabeanan”, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, 
diakses 7 Maret 2019, http://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-daerah-pabean.html. 

































3. Penyelundupan Barang Ilegal 
   Penyelundupan barang ilegal adalah kegiatan membawa 
barang melalui perbatasan antar negara secara tersembunyi tanpa adanya 
bukti dokumen-dokumen penting yang melandasinya dan bertentangan 
dengan Undang-Undang Kepabeanan. 
F. KERANGKA KONSEPTUAL 
1. Kerjasama Internasional 
   Kerjasama adalah perilaku yang dirancang untuk 
menguntungkan kelompok daripada individu. Namun, tujuan kerjasama 
dibentuk pada akhirnya akan menguntungkan satu individu saja. Dalam 
organisasi internasional, kerjasama merupakan hubungan yang baik dan 
disahkan secara hukum serta tidak didasari dengan kekerasan.
24
 Sebagai 
respon terhadap berbagai pilihan, para aktor akan menyesuaikan 
perilakunya masing-masing agar tercipta kerjasama yang baik. Suatu 
perundingan yang secara nyata diadakan mampu menjalankan adanya 
kerjasama yang telah disepakati. Akan tetapi, suatu perundingan tidak 
akan diperlukan lagi apabila tiap-tiap pihak saling mengetahui. 
Selain itu, timbulnya kerjasama ialah sebagai bentuk usaha dalam 
memenuhi kebutuhan pribadi, serta karena adanya komitmen individu 
terhadap kesejahteraan. Dalam bekerjasama terdapat kunci penting untuk 
menjaga perilaku bekerjasama yaitu dengan cara, sebelum melakukan 
kerjasama kita harus percaya pada partner yang akan diajak bekerjasama 
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 James E. Dougherty & Pfaltzgraff, Contending Theories, (New York: Harper and Row 
Publisher, 1997) 418-419. 

































nantinya. Jadi, dalam teori kerjasama terdapat isu utama, yakni 
“pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungakan 
kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, dari pada berusaha 
memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan 
berkompetisi”.25 
   Adapun penyebab dari timbulnya sebuah kerjasama yakni 
karena adanya keberagaman dalam suatu permasalahan nasional, regional 
maupun global yang sering tampak. Itulah yang dikemukakan oleh Holsti. 
Sehingga perlu perhatian lebih dari satu negara, kemudian setiap 
pemerintah akan berpendapat mengenai penanggulangan masalah, 
melakukan diskusi terhadap permasalahan yang muncul, menyimpulkan 
berbagai bukti teknis untuk membenarkan satu pendapat yang lainnya, dan 
mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian 
yang dapat memuaskan semua pihak untuk saling melakukan pendekatan. 
Selanjutnya Holsti mengemukakan tentang definisi kerjasama, yaitu : 
“a.) Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, 
nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan 
sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.  
b) Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih 
dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan 
kepentingan. c) Pandangan atau harapan suatu negara bahwa 
kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara 
itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Serta d) Aturan 
resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang 
dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Transaksi antar negara 
untuk memenuhi persetujuan mereka.” 26 
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 James E. Dougherty & Pfaltzgraff, Contending Theories, (New York: Harper and Row 
Publisher, 1997) 418-419. 
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 KJ. Holsti, Politic International, Kerangka untuk Dianalisis, Terjemahan M. Tahrir 
Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1987) 652-653. 


































  Adanya kepentingan nasional negara dan bangsa yang tidak 
dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri, maka dapat menimbulkan yang 
namanya sebuah kerjasama internasional. Dalam hubungan internasional 
akan ada kerjasama internasional yang mana termasuk pada konflik 
internasional. Sejauh mana keuntungan bersama yang akan diperoleh 
melalui suatu kerjasama serta yang dapat mendukung konsepsi dari 
kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif lah yang kini menjadi 
isu utama pada sebuah kerjasama internasional. Kerjasama internasional 
timbul karena adanya berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan dalam suattu 
kehidupan internasional.
27
 Kita tidak akan dapat menghindari yang 
namanya kerjasama internasional dengan berbagai negara atau aktor-aktor 
internasional lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena adanya 
ketidakmeratannya sumber daya, munculnya rasa interdependency atau 
saling ketergantungan diantara beberapa aktor-aktor internasional dan 
kehidupan manusia yang semakin kompleks. 
  Koesnadi Kartasasmita telah menjelaskan tentang 
kerjasama internasiona dalam sebuah bukunya yang berjudul Organisasi 
dan Administrasi Internasional, ia menyebutkan bahwa kerjasama 
internasional dapat dipahami sebagai : 
“Kerjasama dalam suatu masyarakat internasional merupakan suatu 
keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi 
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 A.A Perwita dan Y.M Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: Remaja 
Rusdakarya, 2005) 33-34. 

































dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat 
internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya 
national understanding serta mempunyai tujuan yang sama, 
keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling 
membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama 
diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.”28 
 
  Kerjasama internasional biasanya memiliki sifat yang 
beranekaragam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama 
internasional paling kuat). Sebuah kerjasama akan terjadi apabila terdapat 
dua kepentingan yang bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. 
Dalam sebuah kerjasama, suatu konflik tidak akan dapat kita hindari, tapi 
dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan. 
dalam suatu kerjasama internasional akan terdapat tiga tingkatan yang 
meliputi : 
“a) Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang 
ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara 
negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi 
diantara negara-negara yang terlibat. b) Kolaborasi, merupakan 
suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan 
ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama 
yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan 
kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Serta c) 
Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya 
kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-
negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya 
benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat.”29 
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 Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, (Bandung: Lembaga Penerbitan 
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1997) 20. 
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 Michael Smith & Brian Hocking, World Politics: An Introducing to International 
Relations (Harvester Wheatsirf, 1990) 222. 

































Lingkup aktivitas  dalam kerjasama internasional antar negara 
meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, 
kerjasama dalam bidang sosial dan kerjasama dalam bidang politik. 
Dengan adanya lingkup aktivitas tersebut, maka kemudian suatu 
kerjasama akan diformulasikan dalam sebuah wadah, yaitu organisasi 
internasional. “Organisasi internasional merupakan sutau alat yang dapat 
memudahkan setiap anggotanya dalam menjalin kerjasama dalam bidang 
politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.”30 
2. Kerjasama Bilateral 
Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antara 
dua negara. Kerjasama model seperti ini biasanya dilakukan karena adanya 
unsur kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi dan 
pertahanan.
31
 Robert Keohane mengemukakan pendapatnya bahwa 
kerjasama terjadi pada saat para actor (states atau non-state actors) 
menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang actual 
dan diantisipasi melalui adanya proses koordinasi kebijakan. Kerjasama 
bilateral ialah, “suatu bentuk kerjasama yang memiliki sasaran utama 
untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan 
politik kebudayaan dan struktur ekonomi diantara negara-negara yang 
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 Jack C. Plano & Ray Olton, Kamus Hubungan Internasional (terjemahan Wawan Juanda 
dan Putra A. Bardin), (Bandung: Putra A. Bardin, 1979) 271. 
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  Yanuar Ikbar, Metodologi & Teori Hubungan Internasional (Bandung: PT. Refika 
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berdekatan secara letak geografisnya hingga yang jauh sekali pun seperti 
diseberang lautan.”32 
Terciptanya hubungan bilateral ialah untuk menyelenggarakan 
politik luar negeri pada masing-masing negara, dan dalam melakukan 
kerjasama yang mana tidak akan terlepas dari adanya beberapa 
kesepahaman antar dua negara yang sedang melakukan hubungan 
kerjasama. Tiap bangsa pasti memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai. 
Hal tersebut juga telah dikemukakan oleh Plano dan Olton, yang 
berpendapat bahwa : 
“Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di 
dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional 
masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsure 
yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan 
negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer,dan 
kesejahteraan ekonomi.”33 
 
Menurut Didi Krisna dalam sebuah kamus Ilmu Politik ia 
memaparkan konsep tentang hubungan bilateral. Ia mengungkapkan 
bahwa “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya 
hubungan yang saling mempengaruhi terjadinya hubungan timbal balik 
antara dua belah pihak (dua negara).” Hubungan bilateral yang dimaksud 
ialah kerjasama dibidang ideology, politik, ekonomi, hukum, dan 
keamanan. Namun dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah 
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 Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional: Kerangka Suatu Analisis, 
(Bandung: Binacipta, 1987) 3. 
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 Jack C. Plano & Ray Olton, Kamus Hubungan Internasional (terjemahan Wawan Juanda 
dan Putra A. Bardin), (Bandung: Putra A. Bardin, 1979) 7. 

































hubungan bilateral yang difokuskan pada kerjasama keamanan di bidang 
keamanan dalam segi kepabeanan.  
Holsty dan Azhary menyatakan bahwa: “macam-macam variabel 
yang harus diperhitungkan dalam suatu kerjasama bilateral ialah a) sutau 
negara memiliki kualitas dan kuantitas kapabilitas, b) Keterampilan 
mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan, c) 
Kredibilitas ancaman serta gangguan. Serta d) Derajat kebutuhan dan 
ketergantungan.” 
a. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan.34 
  Dalam Hubungan bilateral terdapat dua unsur pemaknaan, 
yakni: konflik dan kerjasama. Keduanya memiliki arti yang saling 
berkesinambungan, hal tersebut tergantung dari konsep apa yang 
ditawarkan antara kedua negara yang akan melakukan kerjasama, semua 
itu tergantung bagaimana motivasi internal dan opini yang melingkupinya. 
Setiap terbinanya hubungan bilateral yang diupayakan oleh suatu negara 
dengan negara lain dengan maksut dan tujuan untuk mengatasi 
permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh 
Coplin bahwa: 
“Dalam sebuahi kerjasama internasional, negara-negara 
berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe 
yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan 
internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-
negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, 
ekonomi  dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa 
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 K.J Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 
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konsekuensi luas terhadap system internasional sehingga 
dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama.”35  
 
 
   Dalam kaitannya dengan rationality and foreign policy, 
Viotti telah menjelaskan bahwa, “adanya penentu sasaran, mitra hubungan 
ialah pilihan yang realita dengan memperhitungkan kondisi domestik demi 
meminimalisasi kerugian politik serta mempertahankan posisi politik 
dikancah internasional”. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk 
diperhatikan dari efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai.
36
 Berikut ini sisi 
lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bisa 
jadi di dalamnya terdapat makna konflik dan kerjasama. 
  Joseph Frankel juga mengatakan bahwa apabila pada 
konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya lebih sedikit dari 
pada manfaatnya maka negara-negara akan melakukan kerjasama. Holsti 
menyatakan bahwa kerjasama adalah : 
“Keanekaragaman masalah nasional, regional atau 
global muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu 
kasus, dimana pemerintah masing-masing pihak saling 
melakukan pendekatan dengan membawa usul 
penanggulangan suatu masalah, melakukan tawar-menawar 
atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti 
teknis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya, 
dan mengakhiri perundingan suatu perjanjian atau saling 
pengertian yang memuaskan semua pihak, proses tersebut 
disebut kerjasama.”37 
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 William Coplin, Pengantar: Politik Internasional Suatu Telaah, Terjemahan Marcedes 
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   Berdasarkan pendapat dari berbagai pakar, Helen Milner 
menyimpulkan dalam beberapa hipotesisnya mengenai kerjasama.
38
 
Pertama, absolute gains, relative gains and reciprocity hypothesis. Kedua, 
number of actors hypothesis. Ketiga, iteration hypothesis. Keempat, 
international regimes hypothesis. Kelima, epistemic communities 
hypothesis. Keenam, power asymmetries hypothesis. 
  Adapun maksud kerjasama dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah 
kerjasama yang dilaksanakan oleh/ antara dua negara. Dalam penelitian ini 
negara yang menjalin kerjasama yakni Indonesia-Malaysia. Kedua negara 
tersebut menjalin sebuah kerjasama kepabeanan yang diberi nama Operasi 
Patroli Terkoodinasi Kastam Indonesia-Malaysia (PATKOR KASTIMA) guna 
mencegah berbagai penyelundupan barang ilegal di Selat Malaka yang dapat 
merugikan perekonomian negara,  
G. ARGUMENTASI UTAMA 
Berdasarkan kerangka teori dan fakta-fakta yang telah 
ditemukan oleh peneliti dari berbagai sumber pustaka dan media, dapat 
dirumuskan sebuah argumentasi utama yakni bahwa dampak PATKOR 
KASTIMA sangat berpengaruh terhadap Kerjasama Bilateral Pemerintah 
Indonesia-Malaysia, terutama dalam penjagaan perbatasan kedua negara 
tersebut, khususnya dalam menjaga Selat Malaka. Kerjasama Kepabeanan 
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Indonesia-Malaysia diimplementasikan dengan bentuk pelaksanaaan patroli 
terkoodinasi di tiap wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai bukti 
nyata dalam kerjasama antara Kastam Indonesia dan Malaysia dalam 
mencegah adanya penyelundupan barang ilegal di perbatasan Indonesia-
Malaysia.  
Selain itu, kedua negara tersebut juga melakukan upaya 
pencegahan melalui edukasi, pertukaran pengetahuan, pertukaran intelijen 
antar kedua Bea Cukai negara tersebut guna mendapatkan informasi mengenai 
pencegahan penyelundupan di tiap perbatasan Indonesia-Malaysia. Dari 
adanya data tersebut, peneliti memiliki argumentasi bahwa PATKOR 
KASTIMA ini sangat besar dampaknya dalam adanya Kerjasama Bilateral 
Pemerintah Indonesia-Malaysia, terutama di Bidang Kepabeanan. 
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Sistematika pembahasan merupakan gambaran secara jelas 
mengenai keseluruhan isi yang ada pada skripsi ini. Untuk memberikan 
gambaran penyajian skripsi, maka penulis memberikan sistematika 
pembahasan berdasarkan yang telah dicantumkan dalam pedoman penulisan 
skripsi Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan menggunakan 
sistematika sebagai berikut. 
Pada bagian awal yaitu pendahuluan, akan digambarkan tentang 
pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara keseluruhan 
sehingga pembaca dapat memperoleh informasi singkat dan tertarik untuk 

































membaca lebih lanjut karena telah memahami maksud dan tujuan dari 
pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut secara teoritis. Ada pun sistematika 
penulisan dalam Bab I mengenai Pendahuluan sebagai berikut : a) Latar 
Belakang, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Manfaat Penelitian, 
e) Kerangka Konseptual, f) Fokus Penelitian, g) Argumentasi Utama, dan h) 
Sistematika Penelitian. 
Bab kedua, akan berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu 
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dimana 
nantinya hasil tinjaun-tinjaun dari kajian pustaka tersebut akan menambah 
wawasan teori pada peneliti yang saat ini sedang melakukan penelitian guna 
untuk memperdalam penelitian tersebut. Selanjutnya, pada bab ini juga akan 
dicantumkan mengenai landasan teoritik dari rumusan masalah dalam 
penelitian ini. Landasan teoritik digunakan untuk menjawab rumusan masalah 
yang sesuai dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti. Teori 
tersebut akan peneliti gunakan sebagai landasan akademis dalam menjawab 
rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori 
yang dicetuskan oleh Michael Hass yakni Kerjasama Internasional. 
Pada bab ketiga yaitu metode penelitian, peneliti akan 
memaparkan mengenai metodologi penelitian yang digunakannya, seperti a) 
metode pendekatan dan jenis penelitian, b) lokasi dan waktu penelitian, c) 
tingkat analisa, d) teknik pengumpulan data, e) teknik analisa data, dan f) alur 
atau logika penelitian. 

































Pada bab keempat ini peneliti akan menguraikan mengenai data 
dan temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti ketika penelitian di 
lapangan. Adapun data-data yang akan disajika oleh peneliti dapat berupa data 
primer dan data sekunder. Data tersebut akan peneliti sajikan dengan berupa 
uraian tulisan, tabel dan gambar yang dapat mendukung penelitian. Dalam bab 
ini peneliti akan memaparkan secara menyeluruh segala hasil yang telah 
diperoleh dalam proses penelitian dari awal tahap sebelum penelitian hingga 
setelah dilakukannya proses untuk mengimpulkan data, dengan harapan 
bahwa semua kegiatan yang telah dilakukan tersebut dapat memberi 
kontribusi penting dalam menyelesaikan penelitian ini yang telah ditugaskan 
oleh Prodi Hubungan Internasional kepada mahasiswa. Berikutnya akan 
dijelaskan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan fokus 
penelitian mengenai adanya latar belakang objek penelitian yang meliputi 
operasi PATKOR KASTIMA dan kaitannya dengan Kerjasama Bilateral 
Pemerintah Indonesia-Malaysia, terutama di bidang kepabeanan. 
Kemudian peneliti akan akan menjelaskan dalam sebuah analisis 
penelitian yang akan mengorelasikan hasil temuan data dengan teori yang 
dipakai oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Pada analisis data 
tersebut. Kemudian akan dideskripsikan oleh peneliti atas adanya data hasil 
temuan di lapangan mengenai dampak PATKOR KASTIMA sebagai Media 
Kerjasama Bilateral Pemerintahan Indonesia-Malaysia dalam Mencegah 
Penyelundupan Barang Ilegal Tahun 2015-2017. Selanjutnya temuan data 
tersebut akan dianalisa dengan menggunakan salah satu teori dalam ilmu 

































Hubungan Internasional yang telah dicetuskan oleh Michael Hass mengenai 
Kerjasama Internasional. 
Pada bagian akhir dari penulisan penelitian skripsi ini akan 
memaparkan kesimpulan dari keseluruhan kegiatan yang didapat oleh peneliti 
saat di lapangan, yang dirangkum dan dikemas dalam penelitian sederhana. 
Selain itu, dicantumkan pula saran sebagai rekomendasi baik bagi mahasiswa 
dalam perbaikan penelitian yang serupa di masa mendatang. Serta bab terakhir 
ini juga akan mencantumkan mengenai beberapa lampiran di dalamnya yang 



















































TEORI KERJASAMA INTERNASIONAL 
A. PENELITIAN TERDAHULU 
Penelitian mengenai Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-
Malaysia (PATKOR KASTIMA) sebagai media kerjasama kepabeanan 
Pemerintah Indonesia-Malaysia, bertujuan untuk mengetahui dampak 
PATKOR KASTIMA sebagai media kerjasama kepabeanan Indonesia-
Malaysia terhadap pencegahan penyelundupan barang ilegal. Pada bab ini 
peneliti menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 
keterkaitan dengan topik penelitian ini bahan pembanding antara penelitian 
sebelumnya dengan penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa penelitian 
sebelumnya yang menjadi studi kepustakaan peneliti : 
1. Jurnal dengan “Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia dalam 
Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas ke Indonesia”.39 Jurnal 
tersebut ditulis oleh Ria Ariesti Br Sitepu, Mahasiswi Hubungan 
Internasional, Universitas Diponegoro. Dalam jurnal tersebut Ria 
membahas tentang kerjasama kepabeanan dalam menanggulangi 
penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia. Dengan menggunakan metode 
penelitian ini ialah kualitatif dan analisis data deskriptif, serta 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. 
Penelitian pada jurnal ini menggunakan konsep saling menghargai. 
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Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa factor yang 
menjadi kendala dalam kerjasama menanggulangi penyelundupan pakaian 
bekas. Pertama, tidak tercapainya absolute gain. Absolute gain merupakan 
konsep penting yang dipikirkan oleh Negara yang akan menyerahkan 
dirinya untuk terlibat dalam sebuah perjanjian. Kedua, tidak adanya 
kesamaan kepentingan. Ketiga, prinsip dan norma di ASEAN menghambat 
terbentuknya kerjasama. Dalam jurnalnya Ria menganalisis bahwa 
meskipun upaya kerjasama dalam penganggulangan ballpress pakaian 
bekas belum ada dan terlihat sulit untuk dicapai, namun kedua Negara 
tetap patuh pada ASEAN Agreement on Customs yang mendorong 
anggota-anggota untuk saling bertukar informasi. Pertukaran informasi 
DJBC dan JKDM memberikan kemudahan bagi pihak kepabeanan 
Indonesia untuk menangkap para jaringan penyelundupan.
40
 
Penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya memiliki 
sisi perbedaan yakni : Penelitian sebelumnya menggunakan objek 
penelitiannya terhadap penyelundupan pakaian, sedangkan peneliti 
selanjutnya menggunakan objek penelitiannya terhadap penyelundupan 
barang illegal. Kemudian, Peneliti sebelumnya membahas kerjasama 
Indonesia-Malaysia hanya di bidang kepabeanan saja, akan tetapi peneliti 
selanjutnya akan spesifik pada bagaimana bentuk operasi patroli 
terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia sebagai media kerjasama 
kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia. Peneliti sebelumnya 
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menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara studi 
literatur. Sedangkan, peneliti selanjutnya menggunakan teknik 
pengumpulan data primer dengan menggunakan dua cara yakni observasi 
dan wawancara langsung kepada pihak Direktorat Jenderat Bea dan Cukai 
Republik Indonesia di Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta Timur. Peneliti 
sebelumnya tidak menggunakan definisi konseptual. Namun, peneliti 
selanjutnya menggunakan 3 definisi konseptual di dalam penelitiannya, 
yang meliputi PATKOR KASTIMA, Kerjasama Kepabeanan dan 
Penyelundupan barang ilegal. 
2. Skripsi dengan judul “Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia 
dalam Menangani Peredaran Narkoba”.41 Skripsi tersebut ditulis oleh 
Wisnu Aditya, Mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut 
Wisnu mengangkat topik pembahasan tentang peran kerjasama Indonesia-
Malaysia dalam menangani peredaran narkoba melalui POLRI. Adapun 
metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah kualitatif dan 
menggunakan analisis data deskriptif, serta menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Teori yang dipakai ialah 
teori kerjasama internasional. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 
“Upaya Pemerintah Indonesia dalam 
memberantas peredaran dari Malaysia lebih terfokus pada 
upaya penindakan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
untuk memutus dan memberantas jaringan narkoba lintas 
negara. Tentunya yang didasari oleh asal narkoba datang 
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yang mayoritas dari Malaysia yang memiliki perbatasan 
langsung di darat dan laut. Namun, kedua Negara masih 
menemukan kesulitan dalam melakukan pemberantasan 
secara tuntas. Hal ini dikarenakan masih belum ada 
ditemukannya bentuk ideal kesepakatan kedua negara 
dalam hal pengawasan jalur-jalur masuknya narkoba, 
seperti ditunjukkan dengan kurangnya patroli bersama oleh 
kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah 
perbatasan.”42  
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yakni : 
Peneliti sebelumnya menggunakan POLRI dan BNN pada studi 
penelitannya. Namun, peneliti selanjutnya akan menggunakan Bea Cukai 
sebagai studi nantinya dalam penelitian tersebut. Peneliti sebelumnya 
membahas kerjasama Indonesia-Malaysia melalui Patroli Pengawasan 
Perbatasan Bersama antara POLRI dan PDRM, serta program edukasi 
dalam mencegah peredaran narkoba. Adapun, peneliti selanjutnya akan 
membahas mengenai bagaimana bentuk PATKOR KASTIMA sebagai 
media kerjasama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia. Peneliti 
sebelumnya menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara 
studi literature. Sedangkan, peneliti selanjutnya akan menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara guna 
mendapatkan data primer, maka peneliti selanjutnya akan langsung 
mewawancarai pihak Direktorat Jenderat Bea dan Cukai Republik 
Indonesia di Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta Timur. Peneliti sebelumnya 
tidak menggunakan definisi konseptual. Namun, peneliti selanjutnya 
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menggunakan 3 definisi konseptual di dalam penelitiannya, yang meliputi 
PATKOR KASTIMA, Kerjasama Kepabeanan dan Penyelundupan barang 
ilegal. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Natiqoh dengan judul “Kebijakan ASEAN dalam 
Menangani Masalah Drugs Trafficking di Indonesia Periode 2003-2008”. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan ASEAN 
dalam menangani adanya masalah Drugs Trafficking yang terjadi pada 
periode 2003-3008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
kualitatif dengan analisis data deskriptif, serta menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan 
3 konsep dan teori, antara lain kerjasama regional, keamanan dan human 
security. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: 
“Kebijakan ASEAN itu adalah mengadakan 
kerjasama dengan anggota ASEAN menyangkut masalah 
drug trafficking. kerjasama tersebut yakni dengan melihat 
perkembangan kebijakan yang dilakukan oleh ASEAN 
serta program aksi dan strategi ASOD (ASEAN Senior 
Officials on Drugs Matters) sebagai institusi ASEAN. 
Sementara kelemahan dari kerjasama ASEAN yang paling 
mendasar dalam upaya mengatasi masalah drugs trafficking 
adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan 
sumber dana yang mencukupi.”43 
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yakni: 
Peneliti sebelumnya menggunakan subjek penelitian ASEAN pada 
penelitannya. Namun, peneliti selanjutnya akan menggunakan Pemerintah 
Indonesia-Malaysia sebagai subjek dalam penelitian berikutnya. Peneliti 
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sebelumnya membahas Kebijakan ASEAN dalam menangani drugs 
trafficking di Indonesia tahun 2003-2008. Namun, untuk ke depannya 
peneliti akan membahas bagaimana bentuk PATKOR KASTIMA sebagai 
media kerjasama kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam 
mencegah barang ilegal tahun 2015-2017. Peneliti sebelumnya 
menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara studi 
literature. Namun, peneliti selanjutnya akan menggunakan teknik 
pengumpulan data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung 
kepada pihak Direktorat Jenderat Bea dan Cukai Republik Indonesia di 
Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta Timur, Peneliti sebelumnya 
menggunakan 3 konsep dan teori, antara lain kerjasama regional, 
keamanan dan human security.. Namun, peneliti selanjutnya menggunakan 
3 konsep di dalam penelitiannya, yang meliputi PATKOR KASTIMA, 
Kerjasama Kepabeanan dan Penyelundupan barang ilegal dengan 
menggunakan satu teori, yaitu teori kerjasama internasional. 
4. Jurnal dengan judul “Strategi Hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam 
Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015”. Jurnal tersebut menggunakan 
jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Nama penulis jurnal 
tersebut adalah Ratih Nur Istiqomah dari program studi Hubungan 
Internasional di Universitas Diponegoro. Hasil dari penelitian menjelaskan 
bahwa: 
 “Penting untuk diperhatikan bahwa perlu adanya 
dukungan dan dari kedua pemerintahan yang bersangkutan 
dan ASEAN dalam penggaran keuangan demi keberhasilan 
serangkaian kegiatan kerjasama yang berlangsung, perlu 

































dilakukan negosiasi kembali terkait kesepahaman dan 
komitmen yang kuat terkait perbedaan kontras dari otoritas 
dan sanksi hukum antar Indonesia dan Malaysia, terhadap 
kerjasama pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan 
narkoba, serta melakukan kesepakatan kembali tentang 
mekanisme kerjasama anggota-anggota ASEAN yang 
sifatnya tidak mengikat agar dilengkapi dengan mekanisme 
kepatuhan atau konsekuensi terhadap suatu negara yang 
akan diberlakukan apabila menciderai mekanisme 
hubungan kerjasama tersebut.”44 
 
Dalam penulisan jurnal tersebut terdapat sisi juga sisi perbedaan 
dengan apa yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti ke depannya. 
Penelitian sebelumnya membahas strategi Indonesia dengan Malaysia 
dalam Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015, namun peneliti selanjutnya 
memilih untuk membahas tentang bagaimana bentuk PATKOR 
KASTIMA sebagai media kerjasama kepabeanan Pemerintah Indonesia-
Malaysia dalam mencegah penyelundupan barang ilegal. Serta untuk 
penelitian selanjutnya, peneliti memiliki 3 definisi konseptual yang terdiri 
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B. TEORI KERJASAMA INTERNASIONAL 
Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan Teori Kerjasama Internasional. Para aktor internasional atau 
negara-negara tidak dapat menghindari yang namanya kerjasama. Karena 
kerjasama tersebut merupakan akibat dari adanya kehidupan manusia yang 
semakin kompleks dengan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan oleh 
para aktor internasional serta timbulnya rasa saling ketergantungan diantara 
aktor-aktor internasional dan. Menurut Michael Haas, Kerjasama merupakan 
suatu upaya untuk saling membantu, bekerjasama serta bersatu padu dalam 
melaksanakan kegiatan / aktivitas tertentu.
45
 Dalam melakukan hubungan 
pemenuhan kepentingan yang diinginkan oleh aktor tersebut maka kerjasama 
internasional yang akan menjadi sebuah jalan bagi para aktor. Aktor utama 
dalam hubungan internasional salah satunya adalah negara. Setiap Negara 
tentu ingin memenuhi kebutuhan rakyatnya, oleh karena itu tiap Negara akan 
mulai melaksanakan kerjasama internasional saat ada yang namanya 
kepentingan nasional. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa, peran 
kerjasama internasional sangat penting. Karena “Hubungan dan kerjasama 
antar negara timbul dikarenakan adanya kemajuan industri dan kekayaan alam 
yang tidak berimbang, sehingga memaksa negara untuk membentuk sebuah 
kerjasama yang bersifat internasional di berbagai sektor tersebut.”46 
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Kerjasama yang dapat mencakup Negara-negara di seluruh 
dunia atau sebagian besar dari negara di dunia ialah kerjasama internasional. 
Kerjasama Internasional memiliki sifat yang tidak akan terikat pada anggota, 
asal Negara, serta bersifat umum syarat-syarat yang lainnya.
47
 Artinya, ketika 
Negara semakin banyak yang bergabung, hal itu akan semakin baik, karena 
kerjasama internasional ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah 
tertentu, Sehingga kita dapat mengetahui bahwa kerjasama internasional 
adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada 
persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut. 
Kerjasama Internasional  secara umum merupakan kerjasama 
yang dilakukan antar negara yang berpedoman pada politik luar negeri 
masing-masing dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan 
yang lain. Ada banyak sekali poin penting kerjasama internasional yang 
menjadi tujuan masing-masing Negara yang ada di seluruh dunia. Poin-poin 
tersebut dapat menjadi bagian dari hasil kerjasama internasional itu sendiri. 
1. Asas Kerjasama Internasional 
Dalam melakukan suatu kerjasama internasional seluruh Negara 
yang bergabung didalamnya tentu akan membuat peraturan. Karena segala 
bentuk hubungan sesungguhnya telah diatur berdasarkan asasnya masing-
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 Berikut asas-asas yang melandasi dilakukannya hubungan 
internasional antara lain sebagai berikut: 
a. Asas Teritorial 
Asas teritorial ialah “asas yang berlandaskan pada kekuasaan 
negara atas daerah atau wilayahnya.” Negara memperlakukan 
peraturan dan hukum bagi semua hal baik orang maupun barang yang 
ada dibawanya. Sementara untuk luar daerah dan luar wilayah akan 
diberlakukan hukum asing berdasarkan negaranya. 
b. Asas Kebangsaan 
Asas kebangsaan biasa disebut dengan sebuta asas ektrateritorial. 
Asas ini berpedoman pada kekuasaan negara yang tetap berlaku bagi 
warga negaranya yang berada di luar wilayahnya atau berada di luar 
negeri.  
c. Asas Kepentingan Umum 
Asas kepentingan umum ialah: 
“asas yang berpedoman pada kekuasaan negara 
untuk melindungi dan mengatur kepentingan kehidupan 
warganya. Menurut asas ini, peristiwa yang bersangkutan 
dengan kepentingan umum, tidak akan bisa terbatas hanya 
pada wilayahnya saja, melainkan negara bisa mengatur 
hukum yang sesuai dengan keadaan.”49 
 
Itulah beberapa asas yang mendasari terjalinnya hubungan 
internasional di dunia. Asas-asas tersebut tidak boleh ada yang 
                                                             
48
 “Kerjasama Internasional: pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya”, Ilmu Geografi, 
diakses 19 November 2017, https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerjasama-internasional. 
49
 Ibid, Kerjasama Internasional 

































melanggarnya.dan harus disepakati oleh semua negara yang tergabung dalam 
kerjasama tersebut. 
2. Tujuan Kerjasama Internasional 
Tujuan dari timbulnya kerjasama internasional sangatlah banyak. 
Berikut tujuan-tujuan secara umum dari kerjasama internasional adalah 
mewujudkan perdamaian dunia serta kemakmuran dunia.
50
  Namun tujuan 
tersebut bisa dijabarkan lagi pada uraian yang lebih rinci. Berikut ini 
beberapa tujuan dari kerjasama internasional antara lain: 
“a) Pemacu dari pertumbuhan ekonomi tiap Negara, 
b)Membina dan menegakkan perdamaian dunia dalam 
mewujudkan pengertian antar bangsa, c)Sebagai pencipta keadilan 
dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya, d)Lapangan 
kerja yang semakin meluas, dan e) Memperkuat rasa 
persahabatan.”51 
 
Hal tersebutlah yang menyebabkan tujuan mengapa penting untuk 
melakukan kerjasama internasional. Tujuan-tujuan lain yang lebih khusus 
disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara anggota yang 
tergabung dalam organisasi tersebut. 
3. Manfaat Kerjasama Internasional 
Dampak positif akan kita dapatkan setiap melakukan hubungan 
dengan pihak lain. Dampak positif tersebut merupakan manfaat yang dapat 
kita rasakan. Kerjasama internasional, contohnya. Kerjasama internasional 
dapat mendatangkan banyak manfaat pada saat melakukan hubungan yang 
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 Adapun manfaat yang akan diperoleh saat melakukan kerjasama 
internasional antara lain sebagai berikut: 
a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dapat 
menguntungkan masing-masing negara. 
   Kerjasama internasional sangat banyak sekali 
macamnya, misalnya bergerak dalam bidang ekonomi. Negara-
negara yang menjalin kerjasama dalam hal ini tentu saja akan 
dapat keuntungan. Kita dapat saling melakukan promosi 
produk ke negara lain dengan melakukan kerjasama 
internasional. Selain itu, juga bisa mendapatkan barang yang 
tidak diproduksi oleh Negara kita dari negara lain.
53
 Contoh, 
seperti ada negara penghasil pisang terbesar di dunia dan kita 
mengimpor pisang pada Negara tersebut, kemudian pada 
Negara penghasil kopi terbesar di dunia kita juga dapat 
mengimpornya. Dengan demikian, maka peningkatan 
kesejahteraan rakyat kian meningkat. 
b. Perdamaian dan ketertiban dunia yang dapat terwujud 
   Misi dari kerjasama Internasional ialah membuat 
kehidupan menjadi tenteram dan damai, misi tersebut berfungsi 
untuk mewujudkan perdamaian dunia.
54
 Sehingga dengan 
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adanya kerjasama internasional diharapkan segala 
permasalahan antar negara akan bisa diselesaikan secara lebih 
bijak serta membuat kehidupan di dunia akan lebih tenang. 
c. Penanggulangan segala hal yang akan merusak budaya 
   Dalam menanggulangi segala bentuk kemungkinan 
yang akan dapat merusak budaya, maka kerjasama 
internasional juga bisa menjadi benteng pertahanan negara 
dalam menghadapi segala hal yang bertentangan dengan 
ideologi suatu negara. 
d. Peningkatan dalam peneraparan IPTEK 
   Dalam meningkatkan adanya penerapan IPTEK, 
kerjasama internasional diharapkan dapat bermanfaat salah 
satunya untuk hal tersebut. Sehingga dalam suatu kerjasama 
internasional negara berkembang dapat belajar dari negara yang 
lebih maju mengenai penetapan teknologi ini yang mana 




e. Peningkatan terhadap sektor keamanan dan pertahanan 
   Dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan 
suatu negara, maka kerjasama internasional juga akan dapat 
berperan untuk membantu meningkatkan segala sektor 
keamanan dan pertahanan masing-masing negara. 
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f. Tiap negara dapat mempererat hubungannya dengan negara 
lain 
   Manfaat kerjasama internasional tidak hanya untuk 
menambah keuntungan negara saja, melainkan juga bermanfaat 
untuk mempererat hubungan antar negara.
56
 Contohnya saja 
seperti hubungan persahabatan antar negara. Dengan adanya 
kerjasama diharapkan tiap negara mendapatkan banyak peluang 
guna meningkatkan berbagai hubungan diluar kerjasama 
tersebut. 
g. Adanya rasa untuk saling menjaga serta menghormati ideologi 
negara 
   Dalam menjaga ideology negara, maka kerjasama 
internasional dapat menjadikan Negara di dalamnya untuk 
saing menghormati ideologi negara satu dengan negara lainnya. 
Kita tidak bisa menghindari bahwa terkadang suatu negara 
akan merasa tidak cocok dengan ideology negara lain sehingga 
akan mengalami sengketa. Namun, dalam hal ini segala macam 
bentuk sengketa akan dapat diatasi dan dapat diselesaikan 
dengan baik apabila negara tersebut melakukan kerjasama 
internasional. 
   Itulah beberapa manfaat kerjasama internasional yang akan kita 
peroleh apabila kita melakukan kegiatan kerjasama terutama antar negara. 
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Pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan 
kemerdekaannya dan pada saat itulah awal Indonesia melakukan hubungan 
luar negeri dengan berbagai negara lain. Indonesia senantiasa mempromosikan 
bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling 
menghormati, menolak adanya penggunaan kekerasan serta mengutamakan 
konsensus dalam proses pengambilan keputusan, itulah yang dijadikan 
keungglan oleh Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Saat 
ini Indonesia dan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self 
governing territory kini telah menjalin kerjasama bilateral. Berikut ini 
beberapa mitra kerjasama Indonesia dalam kawasan yakni : Afrika, Timur 
Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan 




Kerjasama memiliki banyak sifat, yakni kerjasama yang bersifat 
bilateral, trilateral dan multilateral. Sedangkan untuk mewujudkan kerjasama, 
setiap negara akan mengembangkan dan menuangkan pemikirannya dalam 
sebuah perjanjian, letter of intent, memorandum of understanding, traktat dan 
lain sebagainya.
58
 Suatu kerjasama juga bisa menimbulkan konflik serta 
kerjasama juga bisa bertahan lama. Semua itu hanya akan disebabkan dengan 
adanya ketidakcocokan / perselisihan / ketidaksepahaman di tengah jalan. 
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Dalam penelitian ini peneliti berharap bahwa dengan 
menggunakan pendekatan teori kerjasama internasional ini, akan mampu 
menggambarkan tentang proses serta dampak Patroli Terkoordinasi Kastam 
Indonesia-Malaysia (PATKOR KASTIMA) sebagai Media Kerjasama 






















































1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam kaitannya dengan penelitian Patroli Terkoordinasi 
Kastam Indonesia-Malaysia (PATKOR KASTIMA) sebagai Media 
Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam Mencegah 
Penyelundupan Barang Ilegal, peneliti menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan tipe pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif 
merupakan teknik penelitian yang sistematis. Hal tersebut senantiasa dapat 
berfungsi untuk membantu seorang peneliti dalam memperoleh 
pengetahuan dengan cara yang efisien.
59
 Liz Spencer menjelaskan bahwa 
penelitian kualitatif memiliki fungsi untuk menemukan perspektif aktor, 
memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman. Dalam 
penelitian kualitatif metode sangatlah sensitif dan menggunakan metode 
semi-terstruktur, penggalian data sebanyak-banyaknya. Serta pertanyaan 
yang diajukan meliputi bagaimana dan mengapa.
60
 
Penelitian jenis kualitatif sendiri, berlandaskan pada paham 
post-positivistik, yang percaya terhadap adanya maksud dibalik hal yang 
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 Sedangkan untuk mendeskripsikan fenomena internasional 
yang dinamis merupakan tujuan dari penelitian kualitatif dengan tipe 
deskriptif. Ketelitian dan wawasan yang jelas dan impresif mengenai 
hubungan internasional telah diberikan oleh penelitian kualitatif.
62
 Secara 
umum, rujukan dari metode kualitatif ialah berdasarkan data non numerik 
saat melakuka pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode 
kualitatif yang dimaksudkan disini dapat kita manfaatkan untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data yang datang dalam bentuk bahasa 
lisan atau tertulis dan diformalkan menjadi angka-angka, hal tersebut guna 
mendeskripsikan dengan cara menarasikan beragam alat dan sumber daya 
alam.
63
 Adapun strategi untuk mengumpulkan data kualitatif yakni dengan 
menggunakan cara interview, focus groups, menggali data sekunder 
dengan cara melakukan penelitian berbasis internet, penelitian berbasis 
dokumen atau arsip (archival and document-based reserach).  
Penelitian kualitatif deskriptif mengenai Patroli Terkoordinasi 
Kastam Indonesia-Malaysia (PATKOR KASTIMA) sebagai Media 
Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam Mencegah 
Penyelundupan Barang Ilegal, mendeskripsikan mengenai kerjasama 
kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam lingkup “Patroli 
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Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia dalam Mencgah 
Penyelundupan Barang Ilegal” yang dibantu dengan menggunakan teori 
yang dicetuskan Michael Haas yaitu, kerjasama internasional. Teori 
tersebut akan digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang 
diangkat oleh peneliti. 
Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk mengumpulkan data 
primer dengan cara terjun langsung ke lapangan guna pengumpulan data-
data yang berkaitan dengan kerjasama bilateral Pemerintah Indonesia-
Malaysia, khususnya di bidang kepabeanan. Dalam penelitian ini, peneliti 
juga berperan aktif sebagai partisipan. Tingkat analisis dalam penelitian ini 
berada pada tingkat korelasionis yang mendeskripsikan PATKOR 
KASTIMA sebagai Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-
Malaysia. Objek penelitian ditujukan pada PATKOR KASTIMA yang 
berkaitan dengan Kerjasama Kepabeanan Indonesia-Malaysia di 
perbatasan-perbatasan kedua negara tersebut dalam mencegah adanya 
penyelundupan barang ilegal, seperti penyelundupan baju bekas, 
narkotika, bawang serta penyelundupan barang-barang ilegal yang tanpa 
menunjukkan dokumen-dokumennya terutama melalui Selat Malaka.  
Peneliti memperoleh data primer dari informan yang terkait 
dengan kerjasama bilateral antara Indonesia-Malaysia di Direktorat 
Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Jakarta Timur. Sedangkan 
data sekunder peneliti mendapatkan dari berbagai macam sumber yang 
valid. 


































2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penyusunan 
laporan penelitian ini, maka peneliti akan mengunjungi tempat penelitian 
guna mendapatkan data dan segala informasi tentang permasalahan yang 
sedang diteliti yakni di Direktorat Jenderal Kepabeanan Internasional dan 
Antar Lembaga Sub-Direktorat Bilateral dan Sub-Direktorat Patroli Laut. 
Lokasi yang akan peneliti kunjungi terletak di Jl. Jenderal A. Yani (By 
Pass) Rawamangun, Jakarta Timur-13230, Indonesia 
.  
Gambar 3.1 Kantor Bea Cukai Pusat 
Sumber: Diambil sendiri oleh Peneliti saat observasi di Kantor Bea Cukai Pusat 
 
Waktu pelaksanaan penelitian adalah dilaksanakan kurang lebih 
selama 4-5 bulan, yakni mulai dari bulan September 2018 sampai dengan 
bulan Maret 2019. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada saat di 
Kantor Bea Cukai Pusat yakni 16 – 21 Maret 2019. 

































3. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisa 
Tingkat analisa dalam sebuah penelitian juga bias disebut 
sebagai subyek penelitian. Yang dimaksud subyek dalam sebuah 
penelitian ialah seorang informan yang akan memberikan segala informasi 
yang dibutuhkan oleh peneliti. Segala informasi yang berkaitan dengan 
fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam melakukan 
penelitian apapun pasti akan menggunakan subyek penelitian sebagai hal 
yang sentral guna menjawab rumusan masalah akan diteliti. Penelitian ini, 
menggunakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan 
wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, segala ucapan yang 
dilontarkan oleh informan dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian. 
Dalam memilih subyek penelitian, maka peneliti akan menerapkan teknik 
Nonprobability Sampling yakni purposive sampling. Sugioyono 
menjelaskan bahwa teknik purposive sampling ialah: 
“Teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode 
ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam 
memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria 
inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel 
yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan 
kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan 
calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan 
dari kelompok penelitian.” 64 
 
Subyek penelitian mengenai PATKOR KASTIMA sebagai 
Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam 
Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal ini difokuskan pada aktor yang 
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memiliki informasi relevan yakni SubDirektorat Patroli Laut di Kantor 
Bea Cukai Pusat. Subyek penelitian yang dimaksud ialah Pemerintah 
Indonesia state actor yang kemudian diintegrasikan pada pihak terkait di 
bidang kepabeanan seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik 
Indonesia. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data digunakan untuk melengkapi data-
data yang diperlukan oleh peneliti dalam menjabarkan hasil penelitian 
nantinya. Adapun makna dari metode pengumpulan data ialah sebuah 
cara-cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 
dibutuhkan oleh seorang peneliti.  
Menurut Aditya Setiawan, metode pengumpulan data 
merupakan cara atau teknik yang berguna untuk mengumpulkan data oleh 
seorang peneliti.
65
 Data yang dikumpulkan nantinya diharap dapat berguna 
untuk menjawab atas pertanyaan dari latar belakang masalah yang telah 
dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya sehingga pada akhirnya 
akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau 
keputusan pada bagian akhir laporan. Maka dari itu, data yang diambil 
harus baik dan benar agar argumen akhir yang akan diutarakan dapat 
sinkron. Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data yang terinci sebagai berikut : 
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a. Data Primer 
1) Observasi 
  Observasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks 
sekali. Observasi adalah suatu proses yang telah tersusun dari 
berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam observasi terdapat 
dua proses yang sangat penting, yaitu proses pengamatan dan 
ingatan.
66
 Dalam melakukan observasi, peneliti langsung turun 
langsung ke lapangan guna memperoleh data dan agar dapat 
mengamati perilaku serta aktivitas berbagai individu di lokasi 
penelitian.
67
 Ridwan dalam sebuah karyanya yang berjudul Metode 
Riset menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah tekni 
untuk melakukan pengamatan dimana dalam hal ini peneliti 
mengamati secara langsung pada objek yang akan diteliti guna 
melihat dari dekat aktifitas yang dilakukan.
68
 
Dalam melakukan pengamatan observasi hendaknya 
dilakukan secara sistematis pada subyek yang  akttf terhadap obyek 
penelitian. Berikut ini beberapa kkriteria yang tidak boleh 
dilupakan oleh seorang observeser, antara lain:  
a) Berepengetahuan luas, terutama pada topik yang akan 
diteliti. 
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b) Paham mengenai maksud dari penelitian yang akan 
dilaksanakannya. 
c) Dapat menentukan cara dan alat yang dipergunakan 
dalam mencatat data nantinya. 
d) Mampu menentukan kategori pendapatan gejala yang 
diamati. 
e) Mampu berpikir kritis dan cermat saat melakukan 
pengamatan penelitian. 
f) Mampu memisahkan pencatatan setiap peristiwa yang 
terjadi 
g) Mampu mengetahui tentang bagaimana cara mencatat 
hasil observasi.    
Dalam melihat dan mengamati perubahan fenomena–
fenomena social yang tumbuh dan berkembang yang kemudian 
dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, mampu 
memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan 
sehingga pelaksana observaser dapat melihat obyek momen 
tertentu, itulah dasar dari observasi
69
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Gambar 3.2 Pola Observasi 
Sumber: Margono S., Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2007) 
 
2) Wawancara 
  Margaret C. Harrell dan Melissa A. Bradley, menjelaskan 
bahwa wawancara merupakan diskusi, yang dimaksudkan untuk 
mengumpulkan informasi tentang topic tertentu yang sedang 
diteliti oleh pewawancara, biasanya wawancara dilakukan dengan 
berhadap-hadapan antara pewawancara dan seorang individu atau 
orang yang akan menjadi narasumber
70
 Peneliti akan melakukan 
wawancara guna mendapatkan sebuah data yang faktual mengenai 
objek tertentu untuk memperoleh pendapat dari informan/ 
narasumber. Selain itu, wawancara ini juga untuk mendapatkan 
sebuah data, wawancara juga dapat menjadi pelajaran bagi kita 
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untuk belajar lebih lanjut mengenai perilaku dari informan. Dalam 
melaksanakan wawancara, data yang akan diperoleh peneliti di 
lapangan juga memiliki peran penting untuk memberikan informasi 
data. 
Christopher Lamont, menyebutkan bahwa umumnya 
wawancara ada tiga kategori yang berbeda, yaitu wawancara yang 




a) Wawancara terstruktur (structured interview) yakni wawancara 
yang menghasilkan data kuantitatif. Wawancara terstruktur 
seperti focus groups seringkali dikombinasikan dengan metode 
pengumpulan data kualitatif. Wawancara terstruktur secara 
umum tidak diperlukan untuk membuat rekaman audio dalam 
pelaksanaan wawancara ini. Wawancara ini memiliki sifat yang 
sangat erat sekali dengan naskah (scripted). 
b) Wawancara semi-struktur (semi-structured interview) adalah 
sebuah wawancara ketika mendiskusikan atau mengajar teknik 
wawancara, biasanya mengenai apa kita pikirkan. Kategori 
wawancara ini memiliki tingkat operasi yang sangat 
fleksibilitas. Wawancara semi-struktur merupakan format 
wawancara yang paling umum di lingkungan studi Hubungan 
Internasional untuk seorang peneliti. Wawancara semi-struktur 
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biasanya memiliki keterkaitan dengan menjelaskan suatu 
peristiwa politik internasional, kebijakan luar negeri Negara-
negara, perilaku lembaga-lembaga internasional, perusahaan 
multinasional atau organisasi non-pemerintah. Target yang 
akan dijadikan seorang informan dalam wawancara semi-
struktur mayoritas lebih mengarah para elite politic. Oleh 
karena itu, wawancara ini juga dapat disebut sebagai 
wawancara elite (elite interview).
72
 Dalam melaksanakan 
wawancara semi-struktur imeskipun langkah ini membuat 
peneliti berpotensi kehilangan beberapa wawasan penting yang 
mungkin ditawarkan oleh informan peneliti, namun peneliti 
harus tetap  membatasi ruang lingkup tanggapan melalui menu 
pertanyaan dan jawaban yang diajukan. 
c) Wawancara tak terstruktur (unstructured interview), memiliki 
arti dasar percakapan yang mengalir bebas (free flowing 
conversation) yang dilakukan dengan partisipan tanpa 
menggunakan naskah (script). Wawancara tak terstruktur 
merupakan jenis wawancara yang tidak umum dalam penelitian 
Hubungan Internasional. Karena wawancara tak struktur 
memiliki tujuan untuk memunculkan perspektif tanpa adanya 
filter dari partisipan wawancara. Wawancara ini biasanya 
dimulai dengan pertanyaan terbuka, sederhana, namun luas. 
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Jenis wawancara ketiga ini penuh dengan nuansa, maka seluruh 
proses percakapan hendaknya direkam dalam bentuk audio atau 
video. Karena peneliti tidak dalam posisi mencatat hasil 
wawancara. 
  Keyakinan dan motivasi individu mengenai hal-hal 
tertentu dapat menjadi tujuan untuk menggunakan metode 
wawancara. Dalam kegiatan penelitian wawancara digunakan 
untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman. Ketika seorang 
peneliti belum banyak mengetahui tentang fenomena yang 
telitinya, maka metode yang paling tepat ialah dengan melakukan 
wwawancara. Oleh karena itu, sebuah pedoman wawancara sangat 
diperlukan dalam melaksanakan wawancara. 
Wawancara merupakan strategi untuk mengumpulkan data 
yang dengan cara tatap muka. Wawancara memiliki key person 
atau yang menjadi informan dalam penelitian, mampu melakukan 
penelitian pewawancara akan mewawancarai narasumbernya 
dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan focus 
penelitian.
73
 Peneliti dapat melakukannya dengan face-to-face 
interview dengan partisipan saat peneliti telah berada di lokasi 
penelitian, yaitu di Kantor Bea Cukai Pusat RI, pada bagian 
SubDirektorat Patroli Laut. 
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b. Data Sekunder 
1) Data dari Buku, data dari sebuah halaman buku dapat berguna 
untuk mengolahan data yang diperoleh peneliti.
74
 
2) Data dari Halaman Web, juga dapat digunakan dalam pengolahan 
data bersama data yang lain.  
3) Data dari Rekaman Audio, seperti merekam audio saat melakukan 
wawancara dengan tujuan untuk menggali isi wawancara lebih 
lengkap pada saat pengolahan data. 
4) Data dari Rekaman video, berguna untuk mengolah data dengan 
cara menggali informasi melalui video. 
5) Koran, Edaran Pers Bea Cukai, Laporan Kantor 
6) Surat, E-Mail 
5. Teknik Analisa Data 
   Teknik analisis data digunakan untuk menganalisa data 
yang diperoleh peneliti saat dilapangan. Dalam melakukan penelitian ini, 
peneliti akan menggunakan teknik analisa data dari Miles dan Huberman. 
Berikut tahp analisa menurutnya ialah: reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display) dan kesimpulan (conclusion / verification).
75
 
Berikut skema mengenai teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti. 
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Gambar 3.3 Skema Teknik Analisa Data 
Sumber: Digambar ulang Dari Miles & Huberman 
 
a. Reduksi Data (data reduction) 
   Miles & Huberman sebagaimana ditulis oleh Malik 
mengenai teknik analisa data, ia mengartikan diartikan bahwa teknik 
analisa data ialah proses memilih data, memusatkan segala bentuk 
perhatian guna menyederhanakan, mengabstrakan, dan 
mentransformasi segala data kasar/mentah yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di tempat lapangan saat penelitian. Reduksi data akan 
dilakukan selama proyek penelitian berlangsung.
76
 Tampaknya waktu 
penelitian akan terputus, maka peneliti sebaiknya mengantisipasi akan 
adanya reduksi data sudah nampak dalam memilih wilayah penelitian, 
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topik yang daingkat, dan pendekatan pengumpulan data yang akan 
digunakan. Menelusuri tema, membuat memo sangat diperlukan 
selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data/ tahap 
transformasi akan terus berlanjut hingga usainya penelian hingga pada 
akhirnya tersusun lengkap berupa laporan. 
   Reduksi data ialah tahap analisis yang memiliki 
kesimpulan-kesimpulan final untuk diverifikasi dan membuang data 
yang tidak diperlukan.
77
 Peneliti dalam melakukan reduksi data ini 
sebaiknya tidak perlu lagi untuk menguantifikasikan datanya. Karena 
data kualitatif dapat disederhanakan, melalui seleksi data, membuat 
ringkasan yang singkat serta menggolongkannya dalam satu pola. 
Sebaiknya untuk memulai analisa ini, kita perlu menelaah seluruh data 
yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, kemudian peneliti 
membuat ringkasan untuk pertemuan dengan informan/ narasumber. 
Di dalam reduksi data ini, peneliti tidak akan dapat dipisahkan dengan 
yang namanya merangkum data. Oleh karena itu, kegiatan abstraksi 
tidak dapat dipisahkan dalam proses reduksi data ini. 
   Kegiatan merangkum atau membuat ringkasan tidak dapat 
dipisahkan dengan yang namanya abstraksi. Abstraksi  adalah 
membuat catatan yang inti mengenai segala proses, dan persyaratan 
yang berasal dari responden. Berdasarkan ringkasan yang dibuat maka 
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selanjutnya peneliti mereduksi data. Berikut ini unsur-unsur yang 
mencakup kegiatan reduksi data : 
1) Setiap kelompok data harus diproses berdasarkan pemilihan data 
agar tingkat relevansi jelas 
2) Melakukan penyusunan data  
3) Pembuatan koding data78  
   Selain itu, kita perlu melakukan kegiatan untuk 
memfokuskan, menyederhanakan segala bentuk data kasar ke catatan 
lapangan. Dalam melakukan penelitian kualitatif-naturalistik ini 
peneleiti haru melakukan kegiatan kontinyu guna memeriksa dengan 
cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadinya kontak antara 
peneliti dengan  informan/ narasumber. 
   Menurut Miles dan Huberman berikut langkah analisis 
selama pengumpulan data
79
 Pertama, meringkaskan segala data yang 
ditemukan peneliti saat berada di lokasi penelitian. Langkah pertama 
ini bertujuan untuk memilih dokumen yang relevan. 
Kedua, pengkodean. Seharusnya peneliti memperhatikan empat hal ini 
saat melaukan pengkodean, yaitu : 
1. Gunakan bentuk simbol untuk meringkas data 
2. Pembangunan kode dalam  yang telah ditentukan 
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3. Pembuatan kode dengan tingkat rincinya 
4. Membangun sistem yang integratif untuk keseluruhannya 
   Kemudian, dalam proses menganalisis segala kumpulan 
data ialah membuat catatan yang bersifat obyektif. Penting bagi 
seorang peneliti untuk mencatat, mengklasifikasikan serta men-
setting jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau 
obyektif-deskriptif. Dan barulah setelah itu membuat sebuah 
catatan reflektif. Dalam catatan reflektif tersebut peneliti harus 
menulis tentang apa yang terfikir dengan ringkasan yang obyektif 
tersebut diatas. Ringkasan obyektif dan catatan reflektif harus 
dipisahkan. Kelima, membuat catatan marginal yang mana 
memisahkan komentar peneliti tentang subtansi dan 
metodologinya. Catatan marginal ialah komentar subtansial. 
Keenam, melakukan penyimpanan terhadap data yang telah 
diperoleh peneliti. Untuk melakukan penyimpana data terdapat tiga 
hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti
80
 : 
1. Memberi label 
2. Normalisasi dan mempunyai format yang uniform  
3. Membuat sistem penelitian terorganisasi dengan baik, dengan cara 
menggunakan angka indeks. 
   Ketujuh, analisis data yakni membuat memo selama 
pengumpulan data. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah 
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“teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan 
pendapat atau porposisi”. Kedelapan, analisis antar lokasi. Analisis ini 
diperlukan karena kemungkinan akan ada studi yang melakukan lebih 
dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Untuk 
menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan 
marginal serta memo masing-masing lokasi, maka perlu dilakukan 
pertemuan antar peneliti. Yang terakhir yakni membuat rangkuman 
sementara antar lokasi yang mana isinya lebih bersifat matriks dan 
membahas tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi. 
   Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisa 
dari Miles dan Huberman, seorang peneliti dituntut untuk memiliki 
pikiran yang kritis yang tinggi. Sehingga nantinya peneliti mampu 
melakukan reduksi data secara mandiri. Proses untuk melakukan 
langkah reduksi data ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada 
teman atau orang lain yang dipandang ahli, hal tersebut sebaiknya 
dilakukan oleh peneliti pemula. Diharapkan dengan adanya diskusi 
akan menambah wawasan, serta hasil reduksi pun akan lebih bermakna 
dalam penelitian. 
b. Penyajian data (data display) 
   Pada tahap ini peneliti harus mengingat bahwa penelitian 
kualitatif banyak menyusun teks naratif banyak sehingga dalam tahap 
ini seorang peneliti dituntut untuk turut andil dalam kegiatan penyajian  
data.  Format penyajian informasi secara tematik kepada pembaca 

































itulah yang dimaksud dengan display.
81
 Ada dua mmacam format yang 
telah dijelaskan oleh Miles dan Huberman yaitu : diagram chart dan 
matriks. Fokus penelitian biasanya terletak  pada ucapan dan tindakan 
orang yang terjadi pada konteks tertentu.  
  Agar data hasil reduksi teorganisir, maka penyajian data 
harus diarahkan yang tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 
mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. 
Kemudian informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna 
tertentu pada langkah ini akan disusun hingga menjadi data relevan. 
Dalam mencapai tujuan penelitian, maka perlu dilakukan cara untuk 
menampilkan data, kemudia membuat hubungan  antar fenomena yang 
terjadi..  
c. Kesimpulan (conclusion . verification) 
   Selanjutnya ialah tahap untuk menyimpulkan temuan data 
dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan yang diperoleh akan 
menjadi kesimpulan yang kredibel, apabila didukung dan diperkuat 
oleh bukti-bukti saat di lapangan. Untuk menerima masukan data maka 
peneliti sebaiknya masih terbuka dalam melakukan llangkah verifikasi, 
meskipun data tersebut tergolong tidak bermakna. Berikut cara menilai 
kualitas suatu data dengan menggunakan metode, ialah:  
”a) melalukan pengecekan representativeness atau 
keterwakilan data, b) melakukan cek data dari adanya 
pengaruh peneliti, c) melakukan pengecekan melalui 
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triangulasi, d) melakukan pemilahan bukti dari sumber 
data-data yang dapat dipercaya, e) Membandingkan data 
yang diperoleh, f) Menggunakan studi kasus”82 
 
   Dalam penarikan kesimpulan penelitian, seorang peneliti 
perlu melakukan verifikasi data guna mengkonfirmasi makna setiap 
data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih. Dengan 
adanya kegiatan tersebut, maka diharapkan peneliti memperoleh 
informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan 
penelitian.
83
 Peneliti berharap dengan adanya kesimpulan penelitian 
kualitatif ini dapat memberikan temuan baru yang belum pernah ada 
dan belum di publish. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau 
gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas kini menjadi jelas 
setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hipotesis atau teori. 
6. Alur / Logika Penelitian 
Peneliti memilih penelitian kualitatif karena peneliti berangkat 
berdasarkan teori yang kemudian peneliti melihat adanya fenomena-
fenomena yang ada dalam realita. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 
menggunakan logika induktif sebagai dasar membuat proposal penelitian 
ini. Kemudian peneliti memilih metode penelitian ini dengan metode 
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kualitatif yang didalamnya menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun 
alur dalam penelitian ini yakni : 
a. Perencanaan Dasar Proposal 
b. Temuan Permasalahan 
c. Penulisan Proposal Penelitian 
d. Seminar Proposal 
e. Perencanaan Metodologi 
f. Penelitian dan Pengumpulan data-data penelitian 
g. Analisa Data 

















































KERJASAMA KEPABEANAN PEMERINTAH INDONESIA-MALAYSIA 
TINJAUAN MICHAEL HAAS 
 
A. BENTUK KERJASAMA KEPABEANAN PATKOR KASTIMA 
1. Proses dan Bentuk Kerjasama Patroli Terkoordinasi Kastam 
Indonesia-Malaysia (PATKOR KASTIMA) 
Pemerintah Indonesia dan Malaysia semakin memantapkan 
strateginya dalam menjalin kerjasama bilateral dibidang kepabeanan. 
Operasi PATKOR KASTIMA merupakan kerjasama kepabeanan 
antara Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia.
84
 Dalam 
pelaksanaan kerjasama tersebut Indonesia-Malaysia memiliki forum 
khusus antara kedua Negara. Forum tersebut dinamakan Coordinated 
Operations Control Committee Malaysia-Indonesia (COCC 
MALINDO). COCC Malindo berada di bawah High Level 
Committee Malaysia-Indonesia (HLC Malindo). COCC Malindo ini 
kini diketuai oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Ketua 
Staf Operasi dan Latihan Markas Angkatan Tentera Malaysia. Adapun 
badan-badan yang dibawahi oleh COCC Malindo, yakni : 
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Gambar 4.1 Badan-badan di bawah COCC Malindo 
Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti 
 
Adapun hasil pertemuan ke-64 COCC MALINDO
85
, yang telah 
dilaksanakan pada 2017 lalu di Jakarta yakni adanya arahan/penekanan 
Ketua bersama Pertemuan ke-64 COCC MALINDO kepada Ketua 
Tim Perancang sebagai berikut: 
a. Tim Perancang Intelijen (TPI). 
1) Melaksanakan jadwal yang telah disepakati dengan 
segala kegiatan yang telah direncanakan. 
2) Melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan 
antara intelijen dengan pihak keamanan lainnya dan 
melakukan pengawasan secara intens untuk mencegah 
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segala kegiatan ilegal dapat yang terjadi baik di darat 
atau laut. 
3) Melakukan peningkatan kerjasama dan pertukaran 
informasi antara PDRM dan POLRI (serse kriminal dan 
anti teror) serta BNN guna mencegah dan membendung 
tindak kejahatan lintas batas yang terkait dengan 
ancaman teroris dan juga peredaran narkoba. 
4) Mengadakan pertemuan antara intelijen dengan instansi 
terkait yang bertugas di wilayah perbatasan guna 
mencegah kegiatan ilegal yang merugikan kedua negara 
dan memudahkan ketua TPI untuk berkoordinasi. 
5) Melakukan peningkatan kerjasama melalui point of 
contact (POC) instansi/agensi yang bertanggung jawab 
terhadap keamanan untuk menangani berbagai kegiatan 
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b. Tim Perancang Operasi Darat (TPOD). 
1. Melakukan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati dan 
sesuai yang telah direncanakan. 
2. Melaksanakan renacana penempatan LO di Sintang dan 
Sibu dengan berkoordinasi secara efektif sehingga dapat 
segera terlaksana dan dapat dilaporkan pada Sidang 
HLC Malindo mendatang. 
3. Melakukan koordinasi guna mencegah berbagai 
tindakan ilegal di perbatasan sekaligus memonitor 
patok-patok perbatasan kedua negara antara pasukan 
pengamanan perbatasan kedua negara.
87
 
4. Mempererat silaturahim yang telah ada antara TNI AD, 
TDM dan masyarakat di wilayah perbatasan darat 
kedua negara guna terciptanya keamaan di wilayah 
perbatasan darat antara RI-Malaysia serta meningkatkan 
rasa kekeluargaan, saling perduli dan saling melindungi. 
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c. Tim Perancang Operasi Laut (TPOL). 
1. Melakukan kegiatan yang telah direncanakan sesuai 
dengan jadwal yang telah disepakati. 
2. Mengecek ulang dan menyempurnaan sistem SCIM 
agar pertukaran infomasi antara KRI dan KD dapat 
terlaksana dengan baik. 
3. Melakukan kegiatan sharing knowledge untuk memahas 
permasalahan strategis Selat Malaka guna 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil 
yang terlibat dalam Patkor Malindo antara TNI AL dan 
TLDM di sela-sela acara pembukaan Patkor.
88
 
d. Tim Perancang Operasi Udara (TPOU). 
1. Merealisasikan kegiatan yang telah disepakati dan 
direncanakan sesuai dengan jadwal. 
2. Melakukan koordinasi secara intensif guna 
memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi pertahanan 
udara di perbatasan udara antar kedua negara. 
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3. Melakukan koordinasi yang baik guna membahas 
secara detail terkait penambahan ALO di kedua tenaga. 
e. Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM). 
1. Merealisasikan segala kegiatan yang direncanakan dan 
sesuai jadwal yang telah disepakati. 
2. Melakukan kegiatan yang telah direncanakan 
sebelumnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 
3. Meningkatkan koordinasi dengan baik antara badan/ 
agensi terkait agar tercipta keamanan di wilayah 
maritim kedua negara. 
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif  
dalam pelaksanaan PATKOR OPTIMA dan 
KASTIMA.
89
 Koordinasi tersebut dilakukan antara TPI, 
TPOL dan TPK guna memberikan hasil yang optimal 
dalam pelaksanaan kedua operasi tersebut. 
f. Kelompok Kerja Search dan Rescue (KK SAR). 
1. Melakukan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah 
direncanakan dan disepakati sebelumnya. 
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2. Protap SAR Malindo menjadi pedoman Kelompok 
Kerja Search dan Rescue sehingga 
pelaksanaan search dan rescue dapat berjalan sesuai 
dengan prosedur. 
3. Meningkatkan koordinasi yang baik guna terciptanya 
kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat. 
g. Tim Perancang Komlek (TPK). 
1. Melakukan segala kegiatan sesuai jadwal yang telah 
direncanakan dan disepakati. 
2. Melanjutkan komunikasi dengan memberdayakan radio 
HF dan SCIM (Secured Internet Malindo) secara terus 
menerus di antara kedua negara. 
3. Penginstalan radio HF di Pos-pos Gabma untuk 
kepentingan operasi guna meningkatkan koordinasi.
90
 
2. Sector Operasi PATKOR KASTIMA 
  Setiap Negara memiliki batas masing-masing, sehingga 
pelaksanaan operasi patroli berjalan secara terkoordinasi tanpa adanya 
tumpang tindih. Indonesia-Malaysia memiliki sector masing-masing 
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sehingga pada saat pelaksanaan operasi tiap Negara tidak dapat 
bercampuraduk pada sector yang lain. Berdasarkan perta dibawah ini 
Indonesia memiliki sector operasi mulai Aceh hingga Batam. 
Sedangkan, Malaysia memiliki sector operasi di bagian Langkawi 
hingga Johor. 
 
Gambar 4.2 Peta Indonesia
91
 
Sumber: Info Indonesia, “Peta Indonesia”, diakses, https://infoindonesia.files.com/2014/05/peta-
indonesia.jpeg, 23 Maret 2019 
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 Info Indonesia, “Peta Indonesia”, diakses, https://infoindonesia.files.com/2014/05/peta-
indonesia.jpeg, 23 Maret 2019. 


































Gambar 4.3 Peta Malaysia
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Sumber: Info Malaysia, “Peta Malaysia”, diakses, 
https://infoindonesia.files.com/2014/05/peta-indonesia.jpeg, 23 Maret 2019 
 
3. Asset dan Media dalam Operasi PATKOR KASTIMA 
Asset utama yang digunakan dalam operasi PATKOR 
KASTIMA yaitu kapal besar dan kapal kecil, sebagai alat untuk 
operasi patrol laut. Selain itu, Bea Cukai juga menggunakan beberapa 
software dalam operasi PATKOR KASTIMA
93
, yaitu : 
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 Info Indonesia, “Peta Indonesia”, diakses 23 Maret 2019, 
https://infoindonesia.files.wordpress.com/2014/05/peta-indonesia.jpeg 
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 Khenang, Pelaksana SubDirektorat Patroli Laut, wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2019. 

































a. Cost Survey Lands System, digunakan untuk mendeteksi 
kapal yang masuk dan keluar wilayah pabean. Area 
pantau hingga Batam. 
b. Open Sources Automatic Magazine System (AICE), 
digunakan untuk pelaporan kecepatan, posisi, haluan 
dan berat yang dibawa oleh kapal. Selain itu, juga 
berfungsi untuk mendeteksi kapal. 
c. CEISA, digunakan sebagai Rencana Kedatangan Sarana 
Pengangkut (RKSP), yakni untuk laporan saat ada kapal 
masuk ke wilayah pabean dan software untuk 
pendeteksi kapal. 
4. Sandi dalam pelaksanaan PATKOR KASTIMA 
Setiap gerakan dalam operasi PATKOR KASTIMA 
memiliki sandi masing-masing. Dan sandi tersebut selalu dinamis 
tidak bisa statis. Hal tersebut tergantung pada saat pelaksanaan di 
lapangan dan sesuai instruksi ketua lapangan.
94
 
5. Mitra dalam operasi PATKOR KASTIMA 
Dalam melaksanakan operasi, Bea Cukai tidak hanya 
bekerjasama dengan Kastam Indonesia saja, tapi juga dengan 
aparat keamanan yang lain. Mitra pelaksanaan operasi PATKOR 
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 Khenang, Pelaksana SubDirektorat Patroli Laut, wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2019. 

































KASTIMA ini Bea Cukai Indonesia tidak sendiri, melainkan 
bersinergi dengan Polisi, BNN, TNI. 
6. Ruang Lingkup Operasi PATKOR KASTIMA 
Ruang lingkup operasi PATKOR KASTIMA yakni adanya 
pertukaran intelijen untuk bertukar informasi. Selain itu Bea Cukai 
Indonesia dan Kastam Malaysia melakukan pertukaran Duta. Duta 
dalam istilah ini yakni petugas level lapangan.
95
 
   Pada periode pertama, Bea Cukai telah berhasil dilakukan 
tepatnya saat PATKOR KASTIMA ke-24 tahun 2017. Nilai total 
barang bukti ditaksir sebesar Rp1.393.333.500 dengan penyelamatan 
potensi kerugian negara sebesar Rp479.538.812. Adapun jenis 
penyelundupan yang behasil ditindaklanjut yakni sebanyak 12 kali, 
yaitu 8 kapal penyelundupan Bawang Merah dengan total barang bukti 
sebanyak ± 147 ton bawang merah,  1 kapal membawa 51 Orang TKI 
(human traficking), serta 3 kapal membawa barang campuran tanpa 
dilengkapi dokumen PPFTZ-01.  
   Sementara di periode kedua nilai total barang bukti ditaksir 
sebesar Rp.2.096.260.000 dengan penyelamatan potensi kerugian 
negara sebesar Rp.622.019.750.
96
 pada periode ini Bea Cukai telah 
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 “PATKOR KASTIMA, Upaya Indonesia dan Malaysia Jaga Kawasan Selat Malaka”,  
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berhasil melakukan penindakan sebanyak 20 kali dengan bermacam 
jenis pelanggaran yang dilakukan oleh trafficker. 8 kapal ditegah 
karena memuat barang tanpa dilengkapi dokumen PPFTZ-01, 11 kapal 
ditegah karena memuat dokumen tanpa dilengkapi dokumen 
kepabeanan serta 1 kapal membawa 42 Orang TKI (human 
traficking).
97
 Dari segi komoditas, yang ditegah merupakan jenis 
barang campuran, peralatan elektronik, bahan bangunan, kayu bakau 
dan kayu nireh, besi dan bawang serta manusia. Berikut tabel 
mengenai penindakan penyelundupan barang ilegal : 
 
Tabel 1.2 Penindakan Penyelundupan Barang Ilegal 
Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti 
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   Adapun hasil penindakan Operasi PATKOR KASTIMA 22 
/ 2016 merupakan upaya nyata Bea Cukai dalam bersinergi untuk 
menjaga wilayah Selat Malaka. Selain itu hasil penindakan dari operasi 
ini merupakan bukti keseriusan Bea Cukai dalam melakukan 
pengawasan untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia dari 
penyelundupan.  
    Data penindakan yang telah tercatat oleh Bea Cukai yang 
mana tiap tahun penindakan tersebut kian naik turun. Tahun 2015, Bea 
Cukai menunjukkan bahwa terdapat 178 penindakan dengan nilai 
barang hasil penindakan (BHP) mencapai lebih dari Rp 189 miliar dan 
potensi penyelamatan penerimaan negara mencapai lebih dari Rp 29 
miliar. Sedangkan di tahun 2016 meningkat tajam hingga mencapai 
405 penindakan dengan nilai BHP mencapai Rp 247 miliar dan potensi 
penyelamatan penerimaan negara mencapai Rp 113 miliar. Dan pada 
tahun 2017 data penindakan sementara Bea Cukai menurun menjadi 
279 kasus pelanggaran di laut dengan nilai BHP yang melonjak 
menjadi Rp551 miliar dengan potensi penyelamatan penerimaan 
negara yang juga naik menjadi Rp425 miliar.
98
 Berikut hasil 
penindakan operasi PATKOR KASTIMA mulai tahun 2015 hingga 
tahun 2017 : 
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Grafik 4.1 : Hasil Penindakan Operasi PATKOR KASTIMA 
Sumber : Diolah sendiri oleh Peneliti 
 
   Dengan terbentuknya kerjasama ini melalui sebuah operasi 
dapat menjaga peran institusi negara dalam menciptakan keamanan 
jalur lalu lintas kapal internasional yang mana dalam hal ini selat 
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7. Tugas dan Wilayah Operasi PATKOR KASTIMA 
a) Tugas pokok Indonesia-Malaysia 
Dalam kerjasama kepabeanan PATKOR KASTIMA hak 
dan wewenang Indonesia-Malaysia setara, tidak ada Negara yang 
menjadi superpower atau Negara yang menjadi peri-peri dalam 
kerjasama kepabeanan PATKOR KASTIMA. Setiap Negara 
menggunakan teritori masing-masing. 
b) Wilayah operasi Indonesia-Malaysia 
Dalam melaksanakan operasi PATKOR KASTIMA, 
Indonesia dan Malaysia memiliki wilayah yang berbeda dan 
masing-masing Negara menjalankan operasinya berdasrkan tugas 
yang telah disepakati. Wilayah operasi tersebut terletak meliputi 
sepanjang Selat Malaka mulai dari Perairan Batam hingga Perairan 
Kuala Langsa, baik teritorial Indonesia maupun Malaysia.
100
 
8. Tindaklanjut Penindakan dalam PATKOR KASTIMA 
   Tindaklanjut penindakan saat operasi berlangsung yakni 
sesuai dengan Undang-undang Nasional yang berlaku.
101
 Apabila 
trafficker menyelundupkan narkoba, maka Bea Cukai berhak 
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melakukan penindakan dan setelah itu akan dilimpahkan kepada Badan 
Narkotika Nasional (BNN) atau Polisi untuk segera ditindaklanjut, 
kemudian untuk penentuan hukuman akan dilimpahkan pada 
pengadilan. Namun, Jika trafficker menyelundupkan Tenaga Kerja 
















































B. Dampak Kerjasama Kepabeanan PATKOR KASTIMA 
   Operasi PATKOR KASTIMA merupakan kerjasama 
bilateral Pemerintah Indonesia-Malaysia yang terfokus pada bidang 
kepabeanan. Dalam menjalin kerjasama tentunya kedua Negara saling 
memiliki rasa interdepence antara satu sama lain. Operasi PATKOR 
KASTIMA tentu memiliki banyak sekali dampak pada kedua Negara 
tersebut. Dampak dari adanya kerjasama kepabeanan ini tentu untuk 
menjalin koordinasi dan hubungan yang lebih erat dengan Malaysia. Hal 
tersebut sangat penting bagi Indonesia-Malaysia. Karena kedua Negara 
pernah mengalami dwikora yang sangat besar sehingga persahabatan 
Indonesia-Malaysia hampir terputus. 
   Selain itu, dampak dari kerjasama kepabeanan PATKOR 
KASTIMA yaitu dalam bidang perekonomian terutama dari sisi 
penerimaan Negara. Dengan adanya kerjasama kepabeanan yakni Operasi 
PATKOR KASTIMA, maka penyelundupan barang illegal khususnya di 
Indonesia, kini telah terkurangi. Dan penerimaan Negara pun saat ini kian 
membaik. Karena kegiatan PATKOR KASTIMA berkaitan erat dengan 
penerimaan Negara.
102
 Indonesia merupakan Negara kepulauan, yang 
mana biasanya di pulau-pulau terpencil akan banyak sekali kapal-kapal 
asing menyelundupkan barang yang dilarang oleh Undang-Undang 
Nasional di Indonesia. Jika hal tersebut dibiarkan maka, penerimaan 
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Negara akan berkurang dan kian memburuk serta akan membuat banyak 
sekali pengangguran yang bertebaran dimana-mana. Oleh karena itu, 

















































C. Analisis Kerjasama: Tinjauan Micahel Haas 
    Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia serta berbagai referensi yang 
ditemukan. Menurut teori kerjasama internasional, adanya kerjasama 
kepabeanan ini memiliki kepentingan tersendiri. Selain untuk menjaga 
Selat Malaka, Indonesia-Malaysia memiliki tujuan tertentu. Namun, dalam 
hal ini peneliti menemukan bahwa Indonesia menjalin kerjasama 
kepabeanan PATKOR KASTIMA dengan tujuan menjalin koordinasi 
yang baik serta menjalin hubungan persahabatan yang kuat dengan 
Malaysia, akibat terjadinya dwikora pada masa lampau. Namun, dibalik 
itu, Indonesia juga memiliki keuntungan dalam adanya kerjasama 
kepabeanan PATKOR KASTIMA ini, yakni adanya peningkatan terhadap 
penerimaan Negara Indonesia. 
 
Bagan 4.1 Teori Kerjasama Internasional 
Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti 

































   Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia 
(PATKOR KASTIMA) sebagai Media Kerjasama Blateral Pemerintah 
Indonesia-Malaysia, memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali. 
Dampak adanya PATKOR KASTIMA dapat dilihat dari adanya data 
penindakan pada saat operasi, naiknya BHP yang kian meningkat tiap 
tahun. Berdasarkan data dari Bea Cukai Pusat, peneliti menemukan bahwa 
penindakan adanya penyelundupan di tiap perbatasan Indonesia-Malaysia, 
terutama Selat Malaka kini telah mampu diminimalisirkan. Hal tersebut 
karena adanya kerjasama yang telah terjalin oleh Kastam Indonesia-
Malaysia. Selain dapat meminimalisir adanya penyelundupan barang, 
operasi PATKOR KASTIMA juga dapat menyelamatkan produk-produk 
dalam negeri untuk dieksposkan pada masyarakat. Serta, meningkatkan 
BHP maka dapat juga mempengaruhi penerimaan Negara. 
   Dari paparan tersebut, peneliti memiliki asumsi 
bahwasannya Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia 
(PATKOR KASTIMA) sebagai Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah 
Indonesia-Malaysia sangat efektif dalam mencegah adanya penyelundupan 
barang ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di Selat Malaka. 
Karena dengan adanya operasi patroli terkoordinasi Kastam Indonesia-
Malaysia segala bentuk penyelundupan yang dilakukan oleh para trafficker  
dapat diminimalisir, bahkan Kastam Indonesia-Malaysia segera bertindak 
jika terjadi penyelundupan barang ilegal walau bukan jadwal operasi untuk 
berpatroli. Berikut peneliti akan sajikan skema pembahasan : 





















































Bagan 4.2 Skema Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Sumber: Diolah sendiri oleh peneliti 
Kerjasama Internasional 
Indonesia Malaysia 
Bea Cukai Kastam 





1. Operasi laut 
2. Pertukaran Intelijen 
3. Pertukaran Duta 
Dampak Kerjasama PATKOR KASTIMA: 
1. Koordinasi Indonesia-Malaysia lebih terjaga 
2. Penyelundupan barang ilegal dapat dicegah 
3. Meningkatnya penerimaan Negara  




































  Dari adanya pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 
Kerjasama Kepabeanan Indonesia-Malaysia telah berjalan sejak 
adanya PATKOR KASTIMA. Kerjasama PATKOR KASTIMA ialah 
kerjasama yang bergerak di bidang kepabeanan dengan cara operasi 
laut. Kerjasama PATKOR KASTIMA ini dibuktikan dengan adanya 
pertukaran informasi, pertukaran intelijen serta pertukaran duta antara 
kedua Negara pada saat patrol laut berlangsung. Operasi PATKOR 
KASTIMA ini juga menjadi media dari terbentuknya kerjasama 
bilateral antara Pemerintah Indonesia-Malaysia. Karena dengan adanya 
PATKOR KASTIMA, maka hubungan persahabatan kedua Negara ini 
menjadi semakin membaik. Tidak hanya itu, kedua Negara juga 
mendapatkan keuntungan dari adanya operasi PATKOR KASTIMA, 
seperti Indonesia saat ini memiliki keuntungan dari segi penerimaan 
Negara yang kian meningkat. Karena dengan adanya operasi tersebut 








































B. SARAN / REKOMENDASI 
   Peneliti berharap kepada pembaca agar selalu melihat sisi 
kerjasama bukan hanya dari luarnya saja melainkan juga dari dalam, 
seperti menganalisa adanya kerjasama. Karena tidak mudah untuk 
menjaga hubungan dengan Negara lain. Namun, dengan adanya 
hubungan yang baik, saling mendukung serta turut andil dan 
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